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PENDLAULUAN

Dari pengalamen heri ke “ari yeang die’ ami oleh penulis
sebagal pegawal Pamongpraja di daerah selama lebih dar: se-
perempat abad, makin terang dan yakin bahw' diantara baryak
hel yeng menimbulkan hambatan atau ketidak efektifan dan
tidak effisiennya kegiatan aparatur pemeri- tahan di daerah
adalah akibat deri kurang mantapnya koordirasi.

'Didalem buku Repelita Pertama (tahun 1969/1970 - 1973/
1974) lampiran Keputusan Presiden Republik Tndonesia Nomor
319 Tahun 1968 terdapat banyak peringatan, yaitu ketentuan
yang mengharuskan adanye koordinasi antara semﬁa dan setiap
aparatur pemerintahandan sparatur pembangunan, agar supe:a
secarsa keseluruhan kegiatan pembangunan men'mjukkan adanya
keselarasen dan kesera#ian, sehingga mencapsi tujuannya -

dengan sebaik-baiknya.

Bukan saja dalem buku-buku Repelita sezl koordinasi
itu dicantumkan sebagai hal yang normatif, -arus dilaksana-
ken, tetapi Juga dalam ketentuan-ketentuan elaksenaanny:.

Walaupun demikian, kenyataan yang penu is alami atau.
ketahui menunjukkan masih kurangnya perhatian dari pihak-
pihak yang bersengkutan.

Sebenarnya masalah koordinasi penyelensgaraan pemerin-
tahan 41 daerah itu mulei penulis ketengahksn dalam seminar
tentang The Town Management veng diselengga:r :\kan oleh Fre-
derich Ebert Stiftung dari Republik Federas®’ Jerman di Ran-
dung pada tanggal 27 Nopember 1967, kemudia- dibawa lagi ke-
' forum Seminar yang diselenggarakan oleh Alurni Pemerintahan
Dalam Negeri ﬁmdmg pada tanggsl T September 1972 41 Bogor.

Atas dorongan darl teman sejawat yeng rargwjar pada -
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan J.. ying mengajar -a-
da Insfitut Ilmu Pemerintahan ii Jekarta, m:sa”ah koordi ast
.ya.ng pernah diceramahkan itu diterbitkan_ ber 'pe brochure oleh
Pimpinan KOPRY (Korps Pegawai Republik Indon .c!:) dan ranska
- usaha keterampilan pegawai.



Diluer dugean semula bahwa cetusan masalah tersebut mena-
ri¥ perhatian tukan sajs para Mahasiswa yang belajar pada A.P,
D.N. dan I.I.P.;'melainkan Juga pera penjabat pemerintahan di
daerah termasuk penjabat-penjabat jawaten vertikal dan para Ang-
gota D.P.P.D.

Diantara sambutan yang penulis terims atas penerbitan tu-
lisan itu, terdspat ssren-sarsn yeng menghendeki supaya masalah
koordina#i penyelenggaraan pemerintshan itu dikupas secara men-
dalem dan luas dan ruang-lingkun perbatesannys bukan hanya ma-
salah penrelenggaraan pada tingkat daersh (Propinsi dan Kabupa~
ten atau Kotaredya dan seterusnys kebawah), melainkan Juge di-
bahas bageimana pentingnys koordinasi pada tingkat pusat, oleh
karena acep kali terjadi tidek mantapnya koordinasi di tingkat
pusat itu menjadi pangkal keruwetan penyelenggarasn koordinasi
tingkat daersh. Yalsupun demikian titik berat pembahasan di-
anggap lebih tepat di tingkat daerak.



BAER I
1. RUANG LINGKUP TULISAN INI

Bertitik tolak dari anggepan, Tahwva 2
_Pemerintahan hingga dewasa ini terdapat I
dinasi, maka dalam tulisan ini penulis hen’
barkan dahulu beberapa penger:ian tentang
merintahan", tugas pemerintsh secara umum,
an serta batas-bgtas yang menjadi tugas i+
aparatur negara yang diserahi tugesnys dar
kan tugasnya, baik di tingkat pusat, maupw

a. Deberapa pengertian tentang
"pemerintah” & "pemerintaha-”

Dalam UUDS-1950 Bab II*be.gian I dar ®
gunakan istilah "pemerintah" dar "pemerir”-
" Menurut Mohammad Yaminl) Pemerintah i
aparatur dalam susunan politik. Pemerin*ih:
jJiban alat negara. Istilah penguasa dipax:
dan berarti Pemerintah yang berkuasa.

Perkatasn Inggris "government" drn Pe:
yang kedua-duanys berasal dari perketaza "«
artinya "kemudi", disalin dalam bahasa ¥ ¢
~ 4stilah "pemerintah” atau ‘pemerint:ha:
Juga dengan "penguasa”.

Dalam mengemukakan pendapatnys itu M
kan pula pendepat-pendapat darl WILSON 2=~
kameh Agung Philipina dalam taxun 1903.

_Mbﬁurut Wilscn :

"Gove-nnient, ir last ane’
forcc. ot necessarily or
ed armed force, Tut ™
many men, or ¢¥ a commun..
sation to real’se ifs owr
ferences to tk_. common atf:
nity {The Stet-. pagina .70

1) Moh. Yamin, Proklamast de . nstitus?,
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(dalem uraiannya yang terakhir, Pemerintah itu adalah suatu ke-
xuatan yang diorgsnisir. Tidek perlu dan tidak selalu diorgani-
sir oleh Angkatan berserjata, tetapi pemerinteh itu adalah ha-
8il perbuatan beberapa orang, banyak orang atau suatu kelompok
vang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk merealisir maksud
maksudnya bersama referensi-referensi (hal-hal yang depat mem-

beriken keterangan pades persoslan-persoslan wrum atau pada ma-

syarskat).

Menurut Mehkammah Agung Prilipina :

"That institution or aggregate of institution by which
an :I.ﬁdependent society makes and carries out those rule
..of action which ere necessary to enable men to live -
in a social state, or which are imposed the people
forming that society by those who possess the power or
authority of prescribing them.
Government is aggregate of authorities rule of a so-
ciety"; (Bouvier's Law Dictionary, 891).
(" bahwa Lembaga atau kumpulan lecbaga, dimana suatu masyarskat
yeng merdeka membuat dan mengerjakan peraturan-peraturan tentang
perbuatan yang diperlukan untuk mesungkinkan manusia hidup/ting=-
ga.i dalam sustu negara sosial, atzu yang dibuat manusia yang mems-
bentuk masyarakat itu, olsh mereks, yang mempunyal kekuasaan atau
pemerintahan yang mengatur mereka, Pemerintah adalah suatu kum-
pulan peraturan-peraturac pemerintah daripads suatu masyarakat" ).

Dari segl unsur-unsur negara sebagai organisasi yang ter-
penting dalam masyarakat, pemerintshan yang menyusun tate-tertid
den keselamatan masyarskat merupakan unsur ketiga disamping ter-
ritoir sebagal unsur kedus dan kelompok-kelompok manusia yang -
berdiam di wilaysh itu sebagai unsur pertama.

Menurut Wirycno Projodikoro,z) istilah pemerintahan berarti
sangat luas, yaitu meliputi semus pengurusar negara oleh segsla

alat-alat ‘kenegarae.n.

2) Wiryono Projodikcro, Azas-azcs Zuiwe Tatc Negara
di Indonesia, Pewerbit Dian Ralyat, Jakarta, ol 82, 1870.
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Dalam UUD-i9h5, istilah "pemerintah berarti sempit. Per-
tama-tama terpisah deri pengertian "Pemerintehan” ialah fungsi
M. yang sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat diatur dalam Bab I
dan Bab II, dan ditempatkan diatas ape ysng kemudian datam Bab
III dinamakan "Pemerintahan Negara'.

Mengingat bahwa pada Bab-bsb berikutnya disebutkan alat-
alat negaras lain, yaitu DPR (Bab VII), Mahkamah Agung (Bab IX),
Dewan Pertimbangan Agung (Bab IV) dan Badan Pemeriksa Keuangan
. (Bab VIIT), maka dapat disimpulkan, bal¥a badan-badan ini tidak
masuk pengertian "Pemerintahan".

Beb V yang berjudul "Kementerian Negara' yang menentukan dalam
pasal 17 ayat 1, bahwa Presiden didantu oleh Menteri-merteri
Negara dan dalam ayst 2, behwa Menteri-menteri itu diangkat
dan diperhentikan oleh Presiden, menandaskan, bahwa para Menterl
merupakan "Pemerintahan” Juga.

Mengemukakan pendapat-pendapat tentang pengertian pemerin-
tah dan pemerintahan, dapatlah kiranya penulis mepbandingkan -
dengan pendapat Van Vbllenhoven.3)

Van Vollenhoven me.gartikan pemerintahan negara itu dalam

arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas seluruh kekuasaan pemerintahan negara da-

pat dibagi menjadi empat, yaitu :

1.) bestuur, atau pemerintahan yaitu kekuasaan untuk meleksana-
kan tujuan negara;

2.) politie, jelah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan
dan ketertiban umum dalam negara; .

3.} rechtsspraak. atau peradilan, yaitu kekaasaan untuk 1enJamin
keadilan didalam negara;

4,) regeling, atau pengaturan perundang-undang.n yaitu kekuasaan

untuk membuat peraturen-peraturan umum 3ialam negara.

Dalam arti sempit, pemerintehan negars itu tidek meliputi
kekuasaan—kekuasaan perundang-unéangan, peradilan dan polisi;
dalam uraian selanjutnya penulis aken akan sebut aslinye y.i. bes-

tuur.

AL

3) Van Vollenhoven, Stagatsrecht overgee, Le'den 1934, hal 243-Iéc.
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Mergenal kepolisisn ini dalam trias politica (Montesquieu)
termasuk kekunsaan melaksanakan perundang-undsngan (Eksekutif).
Mengapa dalam catur praja ini polisi dipisahkan dari bestuur
dan tidak seperti dalam tri-praja {trias politica) Van Vollen-
hoven berpendapat, ksrena pada abad ke 18 hal itu belum terpi-
xir oleh sarjana-sarjana .Hukum yang pemikirannya acapkall ter-
lambat.

Mengenai pemisanan kepolisian dari bestuur 4i Indonesia
menurut hemat penulis dapat dibahas tersendiri berhubung de-
rgan adanya U.U. Fo. 13 tahun 1961 yaitu tentang kepolisian
Negara.

Hal lain yang perlu diperingatkan ialah, bahwa dalam kepusta-
kaan Hukum Tata Negera Hindia Belands istilah-istilah yang 4i-
gunakan untuk menyebut pemerintah atau pemerintahan adalah ber-
macqmpmécam.h T

_Diatas tadi telsh disinggung pendapat van Vollenhoven ysng
mengataken bahwa "pemisahan kekuasaan” menurut ajeran Locke dan
Mcntesquieu di Indonesia pada waktu pemerintshan Hindia Belanda
telah dikenal setelah tahun 1903; pada bagian lain dalam buku-
nys itu belisu mengenggap bahwa trias politica itu membawa ke-
sulitan-kesuliten dalam pekerjasan pererinteh ( in het regeerwerk).
Den teori itu dianggap tidak selaras buat Indonesia yang mem-
punyai sejarah tersendiri.

Mengenai sejarah ini baiklsh penulis hubungan dengan kali-
mat pertama deri buku van Vollenhoven tersebut yang berbunyl :
"Hanneér in 1596 het eerste schirp met de driekleur asn den
mast de Indis~he archipel binrervalt, 1s dat land staat-
rechtlijk goen "woest’ en ledig" land. Het is boordevol in-
stitution van volken en gezag ordening; bewind door of
over stammen, dorpénbonden, rerttlieken, verstanrijken.
Alleminst een gamenhengend geheel ondanks den vroegaren
machtigen grcei en het vrongare tijdelijk overwicht #an
Mejapahit; meer wel een complex van Ocst Aziatische
‘staatsrecht inheemsch gebleven cndaﬁks-ﬁindoesche en

Mchammedaensche invleeden cr de bevclking”.

4) Kadarg-Yadang isetut bewind, lair kali bewindvoerder,
lair Fali regeering, atcu gouvernerent, cverkeid, bestuur.
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jabatan pangkat den tata-usahe pekerisar yz=- ~LaTgks

menguy: “Mes neha ~

Jawatan dan jabatan.

Dalem Kepustokaan Anglo-Saron, =: "2 . < -w=li- o o«
cabang pemisahan itu dinamei dergan nerzatrz g, o
ada kalenya pule perkataan ltu hanya rn-agenr =g zoze- ..
dan Jabatan pangka":,_ sedangken bagiar tergkr r =r-:i U f

Dalear beshasa Inggris maka ketige caban: permerinici=n .. 5
dapat dinamai : institution[s] sdministraticm zen fupiiioac.

£

demikien Moh. Yamin yang selan)utnya delarm t.lirennya "t

pertimbangkan bahwa pengertian jyang beresal . eri penge aruarn
hukur negars bersend kan filsafat dem perbsand (ngan tala-ns . ars.
baiklah dipakai untuk melaksanakan peninjaua veng pula & s

membutuhken pengertien yang terkandung delem :<c-iga istil:
itu. .
Dihubungkan dan dibandingker dengan “eor - .- Tov -
kzkuasaen atau pemisahan kekussaan, Mobh. Yar: ™ —angos Teer _
dalem ketata-negaraan Indonesis zaman Majere! < ~1iux ver

pemisahen kekuasaan secara mutlez, Terpise.n  kexrasa » -

5)Moh. Yamin,Tata Negara Majopa*it Parwa ITT, wal 7iP-15:
Jajason Prapantja, Jakarta 196:.

R, S

.
o
Py
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=perabu, saﬂa-manteri dan sapta-upapati itu berpusat kepada
persbu, patih sebegai manteri dan upapati sebagai hakim, yang
sejarahnya dapat disusul sampai kezaman permulaan sejarah M-
Japahit.

Peleksanaan instruksi-instruksi dari Kepala Negara dasar-
nya adalah titah yaitu perintah baik secara lisan maupun da-

lam bentuk aturan atau piagam.

' Akhirnye diambil kesimpulan, bahwa dalam hubungen ketata-

negsraan Majapahit, perkataan pemerintahan itu diartikan oleh

Moh. Yamin sebagai:
"ousunan masyaraskat sekumpulan manusia di-
atas sebidang daerah permukesan bumi untuk
melsksanakan tujuan kebaikan wmm yang ter-
tentu dengan membentuk tenages itu dalam be-
berapa jabatan yang melaksanakan pekerjaan
kewajiban ,jawa.t#n tersebut.” €)

 Mepurut van Vollemhoven tersebut, dalam membahas masalah

teori trias politica, maka cara yang terbaik ialah mendasarkan

segala sesuatu pada kenyataen-kenysataan yang timbul karena per-

tumbuhan-pertumbuhan hukum, cars yang demikian ini adalah lebih

baik daripada secara deduktif.

Dengan cara itu juga haruslah kita memusatkan perhatian-

nya pada pertumbuhan susunan masyarakat.

Masalah "pemisahan kekuassan" atau "penyatuan kekuasaan" tidak

terbatas pada aparatur negara di tingkat pusat, tetapl Juge me-

rupakan persocalan bagi alat pelengkapan publik yang lebih rendah.
"Pada persekutukan-persekutuan hukum di Timur yang kita jum-
pai diseberang-leutan pada masa dahulu, bestuur, polisi, per-
adilan dan perunda.ng—u;nda.ngan atau peraturan, kesemuanya ada
dalam satu tangen dalam keadaan tidak piseh-pisah”, demikian
Vollenhoven yang selanjutnya menulis : "relehan kekuasaen-
kekuszsaan tersebut masing-vesing tidak disadari sebagal fung-
sisi-fungsi penguasa (overheidsﬁmctie) yang khusus atau
berdiri sendiri-sendiri”.

6) Moh. Yamin, Op eit.
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Lalu dibandingkannys dengan di Findiz Earat (West Indie),
dimena dikenal istilah policie(denga- ruruf ¢ ) yang men-
cakup semus kekuasaan memerintah (regeer of bewindmascht)
terkecuali (Jadi tidak termmsnk) due hel yaitu keuangan
dan pertahanen; 4i Paramaribo diadakan/dibentuk semacam
Dewen Politik untuk bestuur, peradilan pidana dan lain-
lain atau "hof van policie".
Keadaan yang serupa itu dijumpakl prla di Timur; Herzien-
ings-commigsie ven Oost Indie pada tahun 1902 menemakan
rencana regeerings-reglementnya " Charter opsichtelijk
" het beleid de policie en Justitie".
_ Dikatakannya pulas bahwa kekuasaan pemerintahan (regeer-
macht) berpusat ditangan "gouvernementhoofden bumiputra” (Bupati},
walaupun mereke dikatakean tidak mempunyai kekuasaan perundang-
undangan, tetapi dalam praktek mereks itu dalam melakukan tugas-
nya sehari-hari menjalankan semua urusan vemerintahan {bewind).

Memang pengertian kekuasaﬁn yang expat jenis itu ada juga
@i Timur. Dalam bentuk persekutusn adet, tindakan-tindekan bes-
tuur dan tindakan-tindekan perundeng-undengan tidak terpissah,
dimana pengertian pengaturan ini belum tumbuh, dimanapun tidak
ada pemisahan antar testuur (deleam arti kate sempit) dan Polisi.
Juga disena dimana peradilan sudsh dikensl sebagal badan yang
kbusus, nampeknya keputusen Kepale adat mempunyai corask beik
bestuur maupun peradilan. )

Sebagai bukti behwa tidak sepenuhnye kekuvasaan-kekuassan
itu dengan pelaksanaennya dipissh-pisehken secara konsekwen
ialeh a.1. : Fakim mengeluarkan ketetapar (beschikking) ten-
tang pengangkatan wali untuk anak yatim/riatu, penentuan se-
orang menjadi ahli-warismenagih ongkos perkera (proces be-
lasting), ini adalah kekuasaan bestuur. -ebaliknya bestwmr
Juga mengadili sengketa-sengketa eantere aparatur negare fing-
kat bawehannya, dan antara aparatur nege a dengan yang di-
rerintsh. '

Bestuur juge menjaslankan keluasaan yang -~ebetulnys kekuasasn
per-undang-undangen, yaitu menetepkan mu ai berlekunye suatu
undang-undang dengan jelan uerundangan (sfkondiging) delam Lem-

taran Negera.
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Mengenai pertanysan : apa testuur itu, teruslah dilihot ke-
seluruhan fungsinysa, yang secara umm dapet ZFkatakan memrerha-
tikan secera aktif dan bebas semus kebutuhan ‘zsyarakat yang ti-
dak khusus diserahkan kepade eparetur negara =ng laimnya.

Keperluan dan kebutuhan rakyet, kepentingan psnduduk itu beraneka-
warna macar dan reagamnys yYeng hanye ade bebersvpsa sala yang sudah
diatur dalam suatu peraturan tetapl kebanyaks: belum dsn t wbul
tumbuh dalam masyarakat.

Mungkin akap lumpuh suatu aparatur negara yan: hanya beker a atas
dasar sesusatu peraturan tertulis atau perinte: d&rrl atasan saja.

Fungsi bestuur oleh van Vollenho'ven'” di*3gi dalam 5 “ajur :

1.Mengusahekan, menyiapkan dan mengurus keselur-hen mesin pemerin-
tahan baik dari aparatur-eparatur itu sendiri maupun sparatur da-
lam bidang polisi, peradilan dan pengatwran.
Dalam lajur ini, pertama dapat disebut menyis-kan pegawai cfari
persekutuan hukum bawahan atau yang lebih tirggi, mengangkat dan
»emilih tepat pada waktumya anggota-anggota deowan perwakilen welau-
pun mereka itu bukan pegawai, tetapl Juga meripekasn bagian jari me-
sin pemerintahan.
Selanjutnya menyiapkan dan mengurus tugas-tuges pembentu {(mede-
bewind) yang dibutuhkan, disamping menyiapkan bantuan-bentuan ke-
pada pengussa para pemegang konsesi.
Selain dari itu, turut sertanya Kepala Desa delam penetapan pajia.k,
penyelenggaraan sensus dap lein-lein yang dapst dianggap tugas ban-
tuan dari persekutu@ hukum itu, inirun harus 4iusahaken dan disiep-
kan agar 'berjala.n dengen lancar.

2. Mengusahakan sega.'l.a sesuatu untuk merylapkan keuangan negara {regeer-
geldmiddelen), balk tentang hal pengcngkosan ¢arl aparatur-aparatur
maupun pexbiayaan sparatur polisi, peradilan éan pengaturan.

Di Indonesia dehulu aida anggaran pendepatan secara Timur, yaitu

selain pajak, ada "verplichte-diensten" ezav "heren-diensten”.

Sepanjang pengetahuan penulis heren-diens®en yang diat ir dalem

S8 Tahun 1yllk No. 101 dengan beberapa pir: -uran perubshinnya se-

Jek Tahun 1938 telsh dicabut denganS S te un 193k No. 361.

Adapun yang disebut heren-diensten itu a-ia:lah. . . . .

7) van Vollemhoven, Op.cit halaman £49 (Staaisrec -+ Overzee).
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suatu jenis "pancen”,yaitu kewajitar pénduéuk desa yang
yeng tertentu untuk sehari dalam seminggu, tekerja guna
keperluan desa atau keperluan rumah-tangge Raje-raja, =
atau juga untuk kepentingen pegawai negeril tertentu te-
tapi dapat juga untuk kepentingen pegawvel desz dengan
+idek mendapat upah, harye sekedar mendapet nesi dan ga-
ram.

Peancen ini capat Juge berups Xxewajiven bekerja untuk
orang-orang tertentu seperti tersebut distes, atau un-
tuk pekerjaan-pekerjean tertentu yang dapet dibedakan da-
lam dua macam pekerjaan, yekni:

gemeente-diensten, pekerjaan~peker jasn guna pekerjaen
desa, misalnya membikin atau memperbaiki jalan dess,
bangunan-bengunan dese, saluran--saluran air dan lein-lain;

b.) Herendiensten iaslah pekerlean guna pekerjsan negare Sserer-

ti{ membetulkan jalan besar yang diurus propinsi, merjaga
bangunaa negara dan lein-leir. Pekerjaan guna kepentingan
keluarga Reja-rejs teleh dihapuskan sejak tahun 1881 sebe-
gaimana termust dalem S. 1527 Wo. 152.

Mengenai penetepan rupe-rure paejak dan perungutennya, se

cara damai (het vreedzame innen), itu adalah tugas bestuur. Akan
tetapi penuntutan tagihancya, renurut van Vollenhoven adalah tu-
gas polisi (dalam kenyetaennya hingga sekarang &ikerjakan clek

bestuur, pen.)

3.

Mengusahakan hel-hal veng harus dilakuken dengan serentak
(spontan) dan berdiri sendiri (selfstendig). Tindekan-tindakan
bebas dan serentak adaleh begsian utama dari pekerjaan bestuur.

Sebelum tahun 1872 tuges para kontrolir adaleh meladeni ke-
pentingan keuangen pemerintahen Hindie Belanda belaka, petugas
mana dinamai "Controleur bi} de Landelijke irkomsten", baru
setelah 1872 memperhatikan pula kepentingan penduduk. Tin-
dakan-tindakan itu bise juga tersifat tindaken-tindaken nyate
atau mengambil keputuszn-keputusan yang mesik harus dilsksana-
kan kelak.

Penulis sendiri teringat kepade praktek, miselnys Jika sudah
mulai musim hnjan, Famcngpraje dengan Kepala-kepala Jawatan



Dengan demikian, konsumen ditempatkan pada posisi di mana mereka sendiri
harus waspada dan berhati-hati dalam memilih dan menetapkan produk mana
yang akan dikonsumsi oleh mereka. Di dalam dunia hukum pada masa ini berla-
ku adagium caveat emptor (let the buyer beware).

Secara yuridik, berlakunya adagium tersebut menyebabkan posisi produsen
nyaris sangat dominan dibandingkan dengan posisi konsumen, bahkan sering
dinyatakan bahwa apa dan bagaimana kebutuhan konsumen ‘didikte’ oleh produ-
sen.

Dalam suasana seperti digambarkan di atas, produsen dapat terhindar dari
gugatan untuk memberi ganti rugi jika produknya tidak aman dan menyebabkan
kerugian pada konsumen. Kalaupun konsumen ingin menggunakan upaya
hukum, maka ia akan menghadapi persyaratan privity of contract dan sukarnya
beban pembuktian kesalahan di dalam fors seperti telah diuraikan di atas.

Peningkatan kualitas konsumen dari waktu ke waktu menyebabkan konsumen
semakin kritis dalam menilai, memilih, dan menetapkan produk mana yang akan
dikonsumsinya. Dalam suasana semacam ini produsen tidak mungkin tetap
bertahan pada product-oriented policy jika ia menghendaki agar produknya
diminati oleh konsumen.

Ia harus mengubah strategi bisnisnya dalam memasarkan produk yang dihasil-
kannya menjadi customer-oriented policy, yaitu suatu kebijakan dalam bidang
pemasaran yang didasarkan pada suatu keyakinan bahwa apa yang dihasilkan
oleh produsen harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsu-
men. Jadi, produsen harus waspada dan berhati-hati dalam memproduksi sesua-
tu, jangan sampai bertentangan dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan
konsumen, karena jika hal-hal tersebut diabaikan, maka produknya tidak akan
laku dipasarkan. Dalam suasana ini adagium caveat emptorpun berubah menjadi
caveat venditor (let the producer beware).

Sebagai dampak dari perkembangan strategi bisnis dalam pemasaran suatu
produk yang meletakkan beban kehati-hatian (duty of care) di tangan produsen,
maka hukum bisnispun memperkenalkan lembaga hukum product liability yang
menganggap produsen langsung bersalah (presumption of fault), dan dengan
demikian ia berkewajiban mengganti rugi kepada konsumen dalam kasus produk
rusak (defective product).
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pekerjsan bestuur, tetapl di dserah-deeran il =r Jews dan Madura
merupekan pekerjaan perundang-undangan. Bagi t nulis hal ini tidak
Jelas, apskah yang dimaksudkan itu mengenai W .ang pembentukan de-
wah-devnn saja atau juga mengenai bidang lainna?

Tindakan melepas seseorang (het onstslasan oleh Mahkameh Agung
(Hooggerrechtschof) berdasarkan UU adalsh pertuetan bestuur.

Apakah passl-pesal dari UU itu dapat diar-iken bahwe prsal
itu juge memotong pengaruh pemerintah atan tintakan yang bersifat
"Voluntaire jurisdictie", jadi perbuafan bestirar yang dilakwken
oleh pengadilan, ataukah pasal itu berarti mercatasi diri dslam hu-
bungan larangan bagi bestuur untuk mencampuri widang peradiian da-
ri Gouvernementrechtspraak, itu menj)aldi persosi=n.

Pemberian instruksi dan pengawesan bestuur “erhadap pe.gadilen=-
pengadilan asli dahulu ada pada gewestelijk be:ztuur.

Bila terﬁyata pada pengawasan bestuur ter-sksud puvtiser yang
diambil baik "legislatief” maupun "administre-ie?" tidek d-pat -
dilaksanakan dengan perintah sederhana (simpe’e .pdracht), maka
putusan yang teleh diambil tadi 2ihapuskan. Peag™gwvsar ini wmleu-
pun mengensi peraturan, adalsh den tetap menjiedi rverbuatarn Hestuur.
.Penghapusan tersebut dasarnya ba'k karena diarn:igar bertente :.7zn
dengan Undang-undang atau berten angan dengar ze.:atingan - um;
sebaiknys lebibh tegas dinyatakan : bertentanger i~ngan "rec:t-
matigheid” atau dengan doelimstigheid". Bertertangan dengan U édalam
arti luas itu mengenai berteniengan dengan porntu.an perundangen
yang lebih tinggli. Istileh yang sempit nemaks« ¥ite untuk renaf-
sirkan tindakan yang karena dianggep bertentzr er dengan huxum
tidak tertulis sebagai bertentangan éengan kerentingan umur; ber-
tentangan dengan kemanfaatan umum dan kepent ngan tingkat 2tes

yang lebih lusas.

Mungkin dapat dapat diberikin contoh se* gzl berikut. Peme=-
rintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat menghentik - .erbalkan -zlan ke
Pangandaran dan d4i jalan jurusan itu diedakear ~encegatan k¢ ndaraan
untuk dikenskan tolhelling. Tindukan tersebut - i13sk berter-anrcan
dengas peraturan, tetapi tidek s-jelan dengar ‘ehijaksanaar Peme-
rintah Pusat yang justru mengger.orkan supaye pars wisatew r meng-
unjungl Pangandaran sebagail obje: Pariwisata “engen pengha:apan -

menambeh pemasuken devisa.
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Mempertanggung-jewatkan apa yeng telah dikevjaven oleh apara-

tur negara atau yang oleh mereka itu tidak dikerjakan.

lanva dalam lapangan keuangan carsa-cara penrberian pertang-

gungan-‘avab diatur sampai sekecil-kecilnya. Tilsin bidang

'dianggap cukup dengsn penjelssan kepada siavma pen)abat-van}a-
bat yang bersangkutan harus bertanggung-laweb. Pertanggung-

Jawaban untuk perbuatan-perbuatan bestuur yang dilakuken oleh

badan-tadan pengaturan perundangan (wetgevendoverheden) tidek

terdapat, kecusli jika perbuasten bestuwr itu bersifat pembatalan
atau hak untuk menyempingkan (deponeren).

Mereka yang mgngawasi perbuatan-perbuatan bestuur dari penguasa-
penguase bawahan, hanya bertanggung-jaweb terhadap pengawasanh -
pelaksansan yeng baik dari sesuatu pekerjaan, tidak meliputi se-

. tiap perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapen bawchan

itu.

b. Tuges Pemerintah

Tugas Pemerinteh edslah mencapal tujuan negara. Untuk menca-

pal tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil
dan mekmur berdasarkan Pancasile setagaimana ta=rcentum dalam Pem-
bukaan Ladang-undang Dasar Negara Tahun 1945, “emevintaeh Negera -
Indonesia bertugas :

1.) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan selwr—h tumpah darak

Indonesia; ‘
2.) Memgjukan kesejahteraan umm;
3.) Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4.) Ikut melaksanakan ketertiban dunias yang berdaserkan kemwrdekaan,

perdamaian abadi dan keadilen scsiel, ager =suneya terwujud sustu
keadilan sosial bagi seluruh =akyat Indone.ie.

Rurusan tentang apa yang men '2di tugas Pe: =r’%gh didaiem Pem-

bukaan Undang-undang Dasar sangat singkat tetarl Z:as maksud isi-
nye. Batang Tubuh Undeng-undang Tusar kemudiar vervat ketentuan-
ketentuan desar yang juga hanys pckok-pokoknye Zar. tidak diperin-
ci secara katagoris. Memang Undan: -undang Daser menciptekan nokok-
pokok pikiren yeng terkandung daic¢m pasal-pncalinyi. Pokok-p %ok
pikiran tersebut meiiputi.suasana %ebetinan. {geistlichten Finter-

grund) dari Undang-undang Dasar Negare Indonesia.



15

Untuk dapat memmhami isi dari ketentuan-ketentuan dasar ter-
dapat delam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 45 hendaknya dipahami
penjelasannya yang authentik antara lain sebagai berikut :

"Undang-undeng Dasar suatu Negara ialah hanya sebagaian dari

Hukum Desar Negara itu. Undang-undang Desar ialesh Hukum Dasar

yvang tertulis, sedang disamping Undang-undang Dasar itu ber-

laku Juge Hukum Dasar yang tidak tertulis, ialsh aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelilars dalam praktek penyelenggara-
an Negare, meskipun tidek tertulis".

"Memang untuk menyelidiki Hukum Dasar (Droit comstitutional)

suatu Negara, tidek cukup hanye menyelidiki pasal-pasal Undang-

undang Dasarnys (loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus
menyelidiki Jugea bagaimana praktijknya dan bagaimans suasena -
kebatinannys (geistlichten Hintergrund) dari Undang-undang De-
sar itu. Undang-undang Dasar Negara manepun tidak depat dimenger-
ti, kalau hanye dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-
sungguh maksudnya Undang-undeng Dasar darl suatu Negera kita
barus mempelajari Juga bagaimana terjadinya teks itu, harus
diketahui keterangan-keterangannys dan juge harus diketahul
delam suasana apa teks itu aibikin”.

Akan tetapi dalem rangka tulisan ini tidek diedekan pemba-
hasan mengenai Hukum Dasar termeksud.

Sumber dan perumusan tugas Pemerintah

Perumusan tentang tuges Pémerintaﬁ yang teleh diperinci sece-
ra katagoris dalam UUD-19L5, menurut Wiryono Projodikoro yeng dapat
menentukannya ialah ilmu pengetahuan, khususnya Ilou Hukum Tata
Negare pada umummnya. Tuges terméksud meliputi semua aspek dsri ke-

hidupen rakyat.
Perincian édalam cara pembentukan Kementerian dan Lembaga-lem-

baga non-departemen dapat memberikan gambaran soal itu.

Di Indonesia sering diadskan perubahan dalam tugas masing-ma-
sing Kementerian/Departcmen, ini merandsken bahwa kehidupan Rakyat
edaleh sangat koﬁpleks, sehingga ukuran menggolongkan aspek-aspek
dari kehidupan ﬁakyat itu ﬁungkin sekall berubah dalam gagasan pa-
ra penguasa 4i Indonesia yong genti berganti memegang Jabaten Pe-
merintahan sebagai Menteri.
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Mec Iver dalar bukunya "The VWeb of Government" :ang dikutip
oleh Wiryone Projodikoro mengadaken pengkotakan tugas-tugas peme-
rintahen delam tigs golongan, raitu pertama "culturel function',
kedua "general welrfare function" dan ketiges "function of economic

control”.

Fenggolongan lain tentang tuges Pemerintah pada umwmya yang
perneh dikemukeken oleh Prajudi Atmosudirdjo °) adalah :
a. &, tugas memerintah (regeertask);
b. tugas eksekutif (menetapkan peraturan pelaksenasn Undang-
undeng ;
c. tuges nemerintshan (b stuurstask delam arti luas)
d. tuges=s administrasi.

'i‘uga.s memerintah ad. a delam penggolongan tersebut meliputi:
(1) tugas perundang-undengan;

(2) tugas pemerintshan delam arti luss;

(3) tugas kepolisien;

(4) tugas pertahanan;

(5) tugas peredilan.

Yang termasuk dalam tugas ad. b., yaitu adiministrasi dari Pe-
merintah menurut Prejudi Atmosudirdjo terdiri deri :

(1) tugas penyelenggarsen perundang-undangan

(2) tugas penyelenggaraan pererintahan dilaksanakan cleh:

(a) badan pemerintehan pasif dalam erti tidak terjun lang-
sung ketengah-tengah masyarakat umum (bureau-dienst)

{b) badan-badan pemerintahan. umum {algemene bestuursdienst)
yang langsung terjun ketengah-tengah mesyarakat(korps
Pamongpraje);

(¢) badan-tadan emerirtahan tehnis khusus (technische ver-
ticale diensten) seperti Jawatan Pertanien, Javatan P-
Pekerjean Umamm dsd.nye;

{(a) bedan-tadan renyelenggaraan objek-cbjek kesejahteraan
atau perekonorien Pemerintah (perusahean-perucereern
Negera dsb.)

8)Pra,judi Atmosudird}o, Presaran dalam Simposiwm Korps Karyawem

Pemerintakan Dalam Negeri tgl. € Desember 1966  di Jakarta.



ingry Lenyeler zuraan feprisiup ai. v -t atas:
(1) Kepclisiar ¥ehakimen;

f2) Kepolisier pemeriﬁtahe.n {hestuurnels .2, ,

{3) Kepolisien keamanan;

(L) Kepolisien khusus tehnis (PolSus).

“.sk hah-

m

Yang termasuk tugas penyvelie-ggaraan pera” 2:= af.". I=
ve tugas-tugas yang disebut diatcs didalam pe -e’ :nggerasvva Aisam-
ping terikat paida ketentuarn-ketc tusn tertul’ = . tuges -ersebut,
Juge harus memperhatikan keterar:ilan parapet . &z’ 'Tels<s=3 wnnya -
agar supays tugas-tugas tersebut “uxan sebe.ge.f. ~ugas ¥ers - -rkotak
kotak sehingga menjadi keku yang wemudah ti. bv.ay= »e-turar -Lenturan
yang merugikan tujuan dari tugas-tuges itu serdir:i, dimenu -ziam m
masalah inilah wuncul ape yang dinamaken koordina:i veng Is:. fan
maknanya hendaknya diuraiksn kewmudian dslem psbanaesn ‘rl.

Kejelasan tentang tujuan negara, penentu:: arsl garis--gi &
besar dari pada halvan negara, pensnggung-jawa> pelaksenaa: sezela
keglatan penyelenggarsar usaha remerintah dalem rangke menc=pai tu-
Juan negare jtu ditetapkar oish !’zjlelir Permusravaratan Rokva®: dalam

ketetapan mengenai Garis-garis Recar Haluan Nezara {G.B.F.:" |,

G.B.H.N. adalsl suatu halwuar uegara delay garis-garis :szv-
nya yang hakekatnyes adalah suatu “ola Umum Pembanguman Nasi: «el.
Pola Umm Pembengunan Nasional m- mukan rangksiew Trogram-:-ogram
Pembangunan disegala bidang kehié‘t;)gn éan penghidupan yung - srieng-

sung secara terus-menerus.

Ditetapkannya G.B.F.N. Qimsk:-udkanr bukan -ine mtuk prrapgsn
Pemerintah dalam melsksanakan tigesnya, melaln: i ‘uge untuw: mem=
berikan arah bagi perjuangar negu.s den rakyet “nicuesie avraan iu-
Juan agar dapat diwujudkan keadse: verg diingir .- secara nc -tchap;
wntuk itu maka S.B.F.N, ditetapkew lime tahur -esli.

Mengenai ruang-iingkup perba-mman itu ser-Iri S,R.7.7. menegas-
kan bahwa pembangunan Nesicral &3 -ksarskan d4if:-lem ~angks v rtangun
Manusia Indonesia seutuhnys dan m™=mbengumen se.luruh Maszve 5. . Indo=-
nesia. Hal ini berarti behwsa pembre p-men i+tu tidek herys mer.  Gnp
kemajuan lehiryah ateu kepuasar  :inish ssje, mela.i,r;..a:: Xe Lerasan,

keserasian dan kese rsian dan Zec: ~bangan ents a kxeduany:, - ...
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perbangunen itu rerate diseluruh tenal. eir; barwe tuxan henya se-
sustu golongen ateu sebagisn dari mesvereket, tetari untuk seluruh
masyarakat dan herus benar-bener dirasaken olel seluruh Fakyat se~

bvagai perbeikan tingkat hidup.

G.R.H.N. menurut TAP MPR~FI %o. IV/MPR/1972 terggal 22 Maret
1973 termuat dalam lima Beb sebagel berikut :

Pendehulusn mencakup : A. Fengertian, E. Yaksud dan tujuan,
C. Landasan, D. Poko:k-pokok penyusunen dan penuangan G.B.H.N,., F.

Pelsksanaan {Beb I).

Pola Dasar Pembangunen iasionsl (Badb II) meliputi :

A. Tujuan Pembangunan rasional, P. Landasan pensangunan Nasional,
C. Azas-azeas pembengunan casional, D. Modrl dasar den faktor-fejtor
domimen, E. Wawasan nusantara.

Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dimuet dalam Badb IIT yang
didalamnya mencakup : A. Fendahuluan, B. Areh pembargunan Jangke pan-
jang didelam bideng-tidang Ekonomi, Agems, Kepercayaan 'terhada.p Tu-
han Yang Masha Fsa, Licderg sosial budays, bidang politik dan bidang
pertahanan keamener Fasionsl. Dalam Bab ini disertei catatan dasar.

Bab IV mengensai Pola Umum Pelita Keduas terZiri sari :
'A. Pepdahwluen, E. Tujuen, C. Prioritas, D. Zreh kebtijeksanean pen-
bengunan. Mengenai areh kebijaksanaan perbangunen dibagl dalam
lima bidang, yaitu :

1) Bidang Ekonomi yeng mencakup sub-sub bidang: pertanien, in-
dustri, pertambangan, perhu‘bunga;x dan telekomunikasi, prasa-
rana, perumahan dan pecbangunan daerah.

2) Bidang Agama den keperceyaan terhadap Tuhan Yang Mehe Ese, Sosial,
Budaya, meliputi sub-sub bidang: Ageame dan keperceyeen terhadsr
Tuhan Yeng Mshe Esa, kesehatan dan Keluarga Berencana, rendidiken,
Timu pengetahuan Teknologi dan pembinasn Cenerasi Muda serta ke-
budaysan nasionel.
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3) Bidang politik, ey oratur lemerintak, o :ur. dan hubungan lusar
negeri, melinuti sub-sub “:idang: politli, zparatur Femerin-

tah, hukum dan hubungan luar negeri.

k) Bidang Pertshanan dan hubungan luar negeri

5) Pelaksanaan Pelita Kedua.

Akkir dari 2ablIV ini memuat penegasan bahwz sebagai pelaksanaan
dari Pola Umum Pembangunan dalam tehun inl, 77 susunlah -leh Pre-
siden/Mandataris MPR, Repelits Kedua yang akar merupake . renca-
na pembangunan untuk mencapai sasaran-sass-sn pembangun-n di -
terbagai bidang dalam tahun 1974 - 1979;

Adepun program peleksensen kebijaksanaan-kebi laksansar zerte
usaha-usaha pambangunan tersebut untuk setiap “ahun &it.angkan
dslam rencans operasionil da’ar bentuk Anggarar Pends:. - .an dan
Belanja Negara yang berimbarng

Dalam meningkatkan tenggung-'=wab keuangar Negera, 3acs Pemerik-
sa Keuangen wajib melaporke  kegistannya sesusi cenge - wewenar
yang ditetapkan dalamr Undsng- :ndang Dasar ~945,

Sebagai Bab Fenutup (B:zi V) dimuat sustu syarat ca. hzrapan
M.F.R., behwa berhasilnys us: s Pembangunar Nasional ps. 2 akhir=-
nya akan tergentung dari ter - zapan, pengertian kesadara xeter-
tiban dan partisipasi Rakye” ndonesia delan menyambu® - :ntangan
pembangunan secara positif g =2 meratakan jalan bagi g-aeracsi
yeng akan da.tang'untuk mencar = masyarskat =41} dan makrar ber-

dasarkan Pancasila.

Disntarsa sekian benyak - =ng dalam Perbangunsn Nauionel,
bidang pembinaan aparatur per-rintah diare®kan agar memr 2 melak-
sanskan : .

a. Tugas umum Temerinta’ . dan

b. Corak dan pelaksane=- “.embangunan cecara lancar.

Untuk itu usaha-usa* ~ penerii .n dan penyempurnaan epareiur yeng
meliputi struktu-, zrocedurs - :~j&, personzlia maupun sarang dar

fasilitas kerja perlu 4ileku - terus-menerus, sehingga zerceluruh-
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dan bersih, renuh kesetiean dan ketaaten kepade Negara der Fe-

merintah serte diisi oleh tenags-tenega yang ehli, mampu renje-
jenkan tuges dibidang masing-resing dan hanya mengabdiken diri

kepada kepentingan Negara dan Rakyat.

Dalam rangka usaha yeng disinggung terakhir inilah - yakni
suatu pemikiran dalam rangka usaha penertiban procedure kerja -
mesalah koordinasi ini dicoba didekati untuk mendapatkan perha-
tian yang lebih dari pada dimasa yang lampau.



2. TERTIB PUMEVINTANAN,

a, Pepgorganisas’ :n aparatur mogamn

sebelum tahun 196€.

Meskipun UUD 1945 telah dinyatakan berlaku ke -74i’ sefs’. tenggal
5 Juli 1959, akar tetapi dalam pengorganisasian avsrztur negera hing-
ge tahun 1966 terdapat penyimpangan-penyimpanga. -ifantarerya jzlam =
mengatur kedudukan dan hubungan Lembagae-lembages neara, yz'' cengan
memberikan kedudukan Menteri kepada :

Ketua Mahkamsh Agung,

Ketua/Wakil-wakil Ketua MPR{S) -
Ketua/Wakil-wakil Ketua DPR{GR)

Menurut ketentuan pada UUD 1945, Menteri edalah tembar—: Presiqzr.

_ Maka sebagai akibat dari penempatan Pimpir~n ~impinen -woagse-lern-
baga Negara tersebut sebagai Menteri, hubungan rresiden -“en. o “onbags-
lembaga tersebut adalah menyimpang dari ketentusn WU 1943,

y

Bandingkanlah dengan ketentuan :
Pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat 2; 2 ayet 1. 2; ¢ N
37 ayat 1 dan 2; tentang <ecudukan !2F.

Fasel-pasal UUD 19&5; yaitu pasal 19 ayat 1; 2. evan 1; Z1 2.+

23 ayat 1 dan 5; tentarnz ~eduauizn SN

Pasal-pesal 2k ayat 1 dan 2 UUD 1945, tentang ->cuduiin Mah'-mo Zgung.

Untuk memberikan dasar bagi tindakan-tindakanrys seriir’. Tre-
siden ketika itu sering kall mengelusarkan penetumaz atzu Frviuier
atau Peraturan Presiden yang materinys seharus yes 3liatuy de=nler Tndan: -

undang atau Peraturan Pemerintsh.

Dalam pengorganisasiar, penyusunsan Kabine: terjadi _eng-Tomrclan
tugas pemerintahan yang seakan-akan dibikin-bikir n“uk memberikan -
tempat kepada orang atau pemuka politik yeng dianggap periu olch Pre-
siden untuk mendukung kebilaksanasn politik Presiden.

_ Busunan Kabinet yang terters dibawah ini, '-‘es.: merier- run Sam-

- -

turan bahwa struvktur Pemerintsher jauh dari a - i-=-.:s5 e”fiz- uwa
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Susunan kabiret erja
6 Maret 1002 '

-

(1) Presiden/Perdens Menteri, memegang pimpinan kekuassan pemerintahan.

(2) Menteri Perta.mﬁ, YERg

a. Memberiken pimpiren sehari-leri/routine atas nama Presiden/Per-
dana Menteri.
b. Mengkoordinasikar pekerjzan pars Wekil Menteri Pertema.

(3) Wekil Menteri Pertara Urusan Luer llegeri, yang mengurus perer zexr:
Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luvar llegeri, yang renim-
pin Departemen Luar Negeri den Hubungen Fkonomwi Luer Regeri.

{4) Wakil Menteri Pertams Urusan Dalam Negeri, vang mengkoordinir
peker Jaan :

1. Menteri Pemerintahan Uwum dan Otonoml Daerah.
2. Menteri Kehakimer dan
3. Menteri/Ketus Mahkamah Agung.
(5) Wakil Menteri Pertarme Urusan Pertahanen/Keamanen, yang menglcoor:;
dinir pekerjeen : '
1. Menteri/¥ASAD,
2. Menteri/K.S.A.L.,
3. Menteri/K.S.A.U.,
k. Menteri/K.¥.¥.,
5. Menteri/Jeksa Agung
6. Menteri/Urusan Veteran &an
7. Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Urusan
Pertahanan/Keamenzn. . )
(6) Wakil Menteri Perters Urusan Produksi, vang mengkoordinir pe-

kerlsan :

1. Menteri Pertanian/Agraria,

2. Menteri Perburuhen,

3. Menteri Pekerjean Umum dan Tenage,

4. Menteri Perindustrian Desar &an Fertambangen,
5. Menteri Perindustrian Rakyat dan

6. Menteri Pesearch 'asicnal.

1] -
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(7) Wekil Menteri Pertama Urusasn Distribusi, yang mengkoordirnir

pekerjaan @

1. Menteri Perdagangan,

2. Menteri Perhubungan Darat, Fos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
3. MenteriFerhubungan Laut,

h., Menteri Perhubungan Udara dan

5. Menteri Koperasi.

(8) Wakil Menteri Pertame Urusen Keuangan, yang mengkoordinir

pekerjaan :

1. Menteri Urusan Pendapatan, Ferbiaysan dan Pengawasan,
2. Menteri Urusan Anggaran Negara dan

3. Menteri Urusan Bank Sentral.

(9) Wekil Menteri Pertama UrusanKesejahteraan Rakyat, yang mengkoordinir
peker jaan @
l. Menteri Agame,
2. Menterl Sosial,
3., Menteri Kesehetan,
4, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
5. Menteri Perguruan Tinggi dar Ilmu Pengetshuan dan
6. Menteri Olah Rega.
(16) Wakil Menteri Pertems Urusan Khusus, yang mengkoordinir pekerjaean:
1. Menteri Penerangan,

2. Menteri Penghubung Dewan Perwakilan Rekyat/Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat/Dewan Pertimbangan Agung/Devan Perancang Nasional.

3. Menteri/Sekretaris Jendral Front Nasional dan -

4. Menteri Penghubung Alim Ulama,

serta menyeleseikan lain-lain pekerjaan yang ditugaskan oleh Pre-
siden stau Menteri Pertams kepddanya.

Bila dianggap perlu dapat pula diadakan musyawerah Pimpinan Ne-
gara dibawvah pimpinan Presiden sendiri.
Musyawarah itu beranggota :

1.Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertamsa,

2.Ketua dan para Wskil Ketua Majelis Permusyawaraten Rekyat Sementere,
3.Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyst Gotong Royong,

L .Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan . ~

5.Ketua Dewan Perancang Nasionel.
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Sebagai cara rengkoordinasikan kegiaten Pemerinteh, rusyawarah
membicaraken soal-soal politik nesional dan internasionel yang dia-

9)

nut atau mengenai pimpinan umum negara Republik Indonesia.

b. Uszha Penertiben Pemerirtah

sejak tehun 1233. ‘

Sejak tahun 1966 hingga permulaan pelaksanaan Rencana Penbangun-
an Lime Tahun telah diusahakan penyempurnazn dibideng administrasi Pe-
merintah, antars lasin sebagai berikut ini :

(a) Penempatan lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-undang Da-
sar 1945, Lembaga-lembaga negara tertinggi, sesuai dengan Undang-
undang Daser, ditempatkan kemball kedudukennys tidak lagi delem -
rangks pemerintahan. |

(b} Penyempurnaan dan penyederhznaan lembags-lerbaga dan badan-tadan
Pemerintah tingkat Pusat (Depertemen-departemen dan Lembaga-lem-
baga pusat‘ non-deparftemen), antara lain mengenal perumusan tugas
pokok mereka, struktur organisesi, den lain-lain.

(¢) Inventarisasi den ussha kearah pendeya-gunaan pegaweai.

() Xlasifikasi Perusshaen-perusshaan Negara menurut status hukum,
orgaenisasi, pertanggung-jeweb serta kedudukan karyawan Perusehaan=-
perusahaan Negara dan sebagainya.

(e) Penertiban dibidang Perbankan dengan dikeluarkannya Undeng-undang
Pokok Perbankan dan Eenk Sentral.

{(£) Perubahsn dan penyempurnaan BAPPENAS sebegai perencanean Pusat.

{g) Pengumpulan masalsh-masalal proseduril dan sistim pengumpulan data-
deta serta pemberian laporan (reporting). |

{h) Pokok-pokok pemikiran tentang performance budgeting.

9) Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksikutif, Pemerbit Karya ilam,
. Jakarta 1963. Halaman 177.



Ferijaksenasr den langkah-langlksh

dibidang Perbsngunen Adrinistrasi FPemerintah.

Perbaiken-perteikar dan renyerpurnaan sdministrasi pemerintzh
ditujukan kearah peiaksaraan édebirokratisasi serts caras-care renge-
wasan dan pengarahan yang tak langsung (indirect built-in control}.
Fungsi pembanguman aperetur pemerintahan ialah peranan Pemerintah
yang memberikan pengarshan dan dorongsn sehingga kegiatan dan daya
kreasi masyarakat dapet berkembang secara optimal tanpa penguassan
serta pengurusan secars langsung.

Perbaiken juga ditujukan keereh meningkatkan kemampuan sdminis-
tresi pemerintsh untuk menghesilkan kebijaksansan-kebijeksanean di-
pelbagal bidang sosiel éen ekonomi yang menunjang atau mendorong per-
bangunan. Misalnye kebijaksaraan-kebijaksanaan dividang moneter, fig=-
kal, herga, ekspor, impor dan lain-lain. Kebijaksanaan-kebijeksanesn
tersebut harue konsisten dan saling berhubungan setu dengan lainnya.

Perencansan kebijaksanasn-kebijaksanaan yang baik serta pelaksa-
na.annjra yang tepat mendapat perhatian utama. Pelaksenaan kebijaksana-
an yang tepat dapat merberi pengeruh dan hasil yang besar terhadsp -

pembangunan.

1. Penyempurnaan Strukturil Organisasi.

Guna menjamin hasil maksimal dari pada pelaksenaan rencane Lem~
bangunen dilaksensken perbinsan strukturil dan organisatoris -
(institusionil), yeitu :

(a) Meneruskan penyempurnasn den penyederhanaan struktur sdmi-
nistrasi pemerintah tingkat pusat, dengan berpedoman untuk
lebih mengusekakan fungsiopalisasi melalui perumusan tugas
poi:ok bedmn-beden Pemerintah secara lebih baik Demikisan pula
dilakukan penghepusan badan- hdan yang berlebihan, dan doutlures
diminimalisir. Fembentukan den penempatan posisi sesual dengan
pentingnye badan-badan pemerintah dalam rangka perencensasn dan
peleksanaan rencana pembangunan. Badan-badan pemerintah pusat
non depertemental dibagi dalem tingket pentingnye den diseder-
hanakan. Seletrihnya ditempatkan dibawah tanggung-jawab atau



- (a4
koordinasi Depertemen-degertar- vanz --.° oaa saizan
seperti disebutkan diatas dit-i.:an ey - w3 Se ~tadan

yang menyenlenggarakan sektor---‘rtor yong - .-. - 2% pr- 23 da-
" lam renceana pembangunan.
(v) Hubungah Pusat dan Daersh disempurnakar -l2lox tRTgYe Guans > le

" sasi, dekonsentrasi dan otonom’ Ceerah. Tami' ;- wit. 3T o4,
penertiban badan-tadan perwek:ilan pemerinc=® mi:i' il3ae. b - e
ta koordinasi antara kegietan "2 pas" dsr;an o ' T
Dalam rangka ini pula telah 2isampaikar Penc..ger . 7= - - . -
perbaikan dibidang Perintangan Yeuangar zuniars ‘s dsy o c.oe -
Halfhal tersebut Juga mengenail “ubungan antar: Camesirtas e
Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat IY. “ombisgsr r - .-ic-
trasi desa disempurnakan untuk’capat memeruh: “ungiipoes ol i

bih baik. Peningkatan kemampuan administrasi umerirase.

koordinaai_kegiatan—kegintan usaha ditingkat Jeor. aso .- Lol
kewenangan para Kepala Daerah peiting sekel., ¥er - nwry- -

Yek pembangunan tersebar didaerah-daerah.

(c) Penyederhanaan dan penertiban pervakilar-re v %flan G-lu. .. - |
dilanjutkan. Demikiaen pula dite:-zkan fﬁngsiﬂ?a, sehinggs - w
kilan merupakaﬂ perwakilan necar- ang cesvm’ dam rorp - -
memenuhi usaha-usaha dalam ranc: . rol:-ik ekc-om’ Peme~int . + .-
giatan—kegiataﬁ usaha Pemerir*e. diluar : -er! dikoordi-i:

para kepala perwakilan Pemeri:i- .

(d) Perbaikan struktur organisacs: - -k 4an Per.riptar e+ .-
kan. Perbaikan iri mengernsi . in kesca can tate v -
niasi, vewenang dan tanggurg--‘- -, nomenclat: re, orb oo : s
of control, dan lein-lain. Ta* I : “iuschekes “uga w-Tr . g

purnaan " O and M”.

(e) Penyempurnaan koordimasi, intr - . dev * ° - ot o e L.
ta kegiatan antara -adan-badec- . i1t - 2 ..ooan, tEru v .
da bi.ung-bi- anz yarg merthut: casiy et | -+ L gens.l v
salnys, asntera bedar-" PR yr- Ceprt e v onee '
menyalurkan pemdier .. Temik’ o T %
lenggaraan program-v.--rrar~, s kg : : -
seperti misalnya peaV.o v en e P Too-

nya.
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Fenyempurnaan Proseduril.

Disamping itu juga diselenggarakan pertineser dan rvenyempurnaen-—

penyempurnaan dibidang proseduril, diantaranya ialah :

(a) Masalah proseduril yang bersifat mecro, misalnye prosedur-

prosedur ekspor, impor, perdagangan antar daerah, perizinan
pembangunan industri, penanaman model dalam negeri, serta
modal asing, dan lain-lain, disederhanakan untuk menjamin ke-
lancarannys,, tinpa meninggalken azes-azas pengarehan yeng pro-
duktif. Masalah-masaleh proseduril sdministratif yeng dimasa -
lampau merupakan hambatan-hambatan dincrmalisir.

(b) Masalah proseduril yang bersifat micro, miselryas perbaikan
prosedure hubungan kerja dan tata-kerja satuan-satuan badan pe;
merintehan.

Hal ini dilskukan dengan peyberian pedoman-pedoman serta up-

greding kepegewaian dibadang Organisasi dan Methode oleh Lem-
baga Administrasi Regara. felain itu dibentuk serta diperkuat
satuan-satuen O and M pada badan-tedan Femerintah.

e. Aparatur Negara tingkat Pusat me-
nurut WD 1oks, kedudukan dan hu-

bungsn tata-rerianya.

1. Lembaga-lembaga Negara tertinggi sebaggi_a;at perlengkapan Negarg

Indonesia adalah :

(1) Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
(2) Presiden, ,

(3) Dewen Perwakilan Rskyat (DFR),

(k) Badan Pemeriksa Keuengen (BFK)

(5) Mahkemeh Agung (M.A.),

(6) Dewvan Pertimbangan Azung (DPA).

Kedudukan dan hubungan tata-kerja Lemtaga-lembage tersebut ditetap-
kan dengan Ketetepan MPR No. VI/MPR/1973 tertanggal 22 Maret 1974,
yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
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{1) MPR yang selanjutnya disebut Majelis setegei pernjelraan
seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang keluesaan Negara -
tertinggi den pelaksana dari Kedaulatan Rekysat.

Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandetaris den Wekil
Presiden untuk membantu Presiden. )
Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Be-
sar Haluan Negara dan putusan-putusan Msjelis lainnya kepada
Presiden.

Majells dapat memberhentikan Presiden sebelum hebis mess jebat-
annya, karena :

a, Atas permintasn sendiri.

b. Berhalangan te’tap"

¢. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Presiden tunduk dan bertanggung-jawad kepada Majelis dan pada
akhir masa jJabatannya memberikan pertanggungen-jewad atas pe-
laksensan Hesluan Negara yang ditetapkan oleh Undeng-undang -
Dagar atau Majelis dlhadapan Sidang Majelis. Presiden waJid

memberikan pertanggungan-jawvab dihadapan Sldang Istimewe Ma-
Jelis yang khusus disdakan untuk meminta pertanggungan-jaweb

Presiden dalam pelaksansen Heluan Negara yang ditetapkan oleh

" Undang-undang Dasar atau Mejelis.

Apabile Wakil Presidem berhalangan tetap, meka Presiden/atau
Devan Perwakilan Rakyat dapst meminta Majelis mengadekan Si-
dang Istimeve untuk memilih Wakil Presiden.

Dewvan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota
Majelis berkewajiban senantiasa} mengawasi tindekan-tindakan
Presiden dalam rangka pelaksensan Haluan Negare.

Apabila Dewen Perwakilan RAkyst menganggep Presiden sungguh

melanggar Haluan Negars, maka Dewan Perwakilan Rekyat menysmpai-
kan memorsndum untuk mengingatkan Presiden.

Apabila dalam waktu tiga bulan Presidem tidak memperhstikan -

memorandum Dewan Perwekilan Rakyat tersebut diatas, maka Dewan
Perwskilan Rakyat menyampaika.n memorandum yang keduea.
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Apabila éalem waktu satu bulen merorandum yeng kedua tersebut
tidak diindehkan oleh Presiden, maka Dewan Perwaekilan Rakyat

meminta Majelis mengadskan Sidang Istimewa untuk me-
minta pertanggtmga.n-,javab Presiden.

Presiden ialah penyelenggera Kekuasaan Peperintah Negara Ter-
tinggi dibawah Majelis, vang dalam melakukan kewajibannya di
bantu oleh Wekil Presiden.

Hubungen kerja antara Presiden den Wakil Presiden diatur dan
ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wekil Presiden.

Presiden bersama-sema Dewan Pervekilam Rekyat membentuk Undang-
undang termasuk menetapkan Undang-undeng Anggaran Pendapatan

dan Belanja. Kegara.
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan

persng, membuat perdamsian dan perjanjian dengan negara lain.
Presiden tidak bertenggung-jawed kepada Dewan Pervekilan Rakyst.
Presiden tidak dapat membubarken Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerints

Dewan Pertimbangan Agzung berkewajiban memberi Javaben ates p

pertanyaan Presiden.
Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajidb meng-

ajukan pertimbangan kepeda Presiden.

Badan Pemeriksa Keuangan adalesh Badan yang memeriksa tanggung-
Jawvab tentang keuangan negare, Yang dalam pelaksanaan tugasnya
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi
tidak berdiri diatas Pemerintah.

Badan Pemerikse Keuengan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negéara.

Hasil pemeriksasn Badan Pemeriksa Keuangan diveritahukan kepada

Dewan Perwakilan Rekyat.

Mahkamah Agung edalah Badan yang melaksanakan Kekussaan Kehakim-
an yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepes dari pengaruh ke-
kuasaan Pemerinteh dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung
dapat memberikan pertimbangan-pertirbangan dalam bidang hukum,
baik diminte maupuh 'tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggl Negara.



Mahkamah fgung memberiken nesehat hukurm kepada Presiden/
Kepala Negara untuk pemberian/penclakan grasi.

Mahkamah Agung mempunyai- kwenang menguli secara materiil
hanys terhadap peraturan-peraturan perundangsn dibawah undang-

undang.

(7) Hak Keuangen/Administratif dan Kedudukan Protckoler deri Pim-
pinen/Anggotea Lembaga Tertinggl Negaras dan/ateu Lembaga Tinggi
Negara diatur dengan Undang-undang.

d. Susunan, i'edudukan dan tuga_s gsarta vewenang
pokok Lembsﬁa-lembgga Negara Tingkat Pusat.

Mnj:lis Permisvaveratan Ralvat.,

‘MPR terdiri_atés Anggota-anggota deri DPR ditambeh dengsn utusan-

utusan daril daerah-daerah dan golongan-golongan menurut eturen vang
ditetapkan dengan undang-undang. '

MPR memegang kedaulatan Negars,

MPR sebagéi keselyruhan yang mempunyai kedudukan I.embege ¥egare
Tertinggi dengan memegang Kedaulatan Kegars yang tertings: dan
tidak dapat mendelegasikan kedaulatannys pade sebagaian sn;gots
maupun pimpinan.

Tugas dan wewenang pokok MPR dimuat dalam Undang-mnmdang Dasar -
lQhS.sebagai berilmt : '
"Kedaulatan adelal ditangan rukvat, dan dilak-kar sepenunnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". _

"MPR menetapkar Undang-undang Dasar 1045 dan Garis-garis Feser
Haluan Negara".

"Presiden den ﬁakil Presiden dipjlih cleh MPR dengan suara vang
terbanyak".

"Untuk mengubah Uhdéng—undang Desar 19L5 sekurang-kurangny- dua
pertiga dari pads jumlah Anggota MPR harus hadir".

"Putusan diambil dengan persetujuan sekurang--urangmye due rer-

tiga dari pada Jumlak Anggota ysnz hadir"

MFR sebagai perjelmsen rakyat, -ebegai "penyelénggara" te ring-
gi dalam Negara Republik Indonesia, edalah terlampau beser

den tidak praktis untuk menjalan.en sepale vseha yang dije: twran
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untuk rencapai tujuan Negara, karene it MPF  -sur-o% dan neng-
-

angkat seorang Mandataris, yaltv Presiden Fe> .7 Indonesia yeng
kedudukannya untergeordnet kep:da MPR.

Presiden.

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaen ™ame~“mtshan “egsara
termuat didelam Undang-undang Desar 19&5 l&e.ngr-f:aé';,'-'t bahws -

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasz .. _:zzriatat:sn menu-
rut Undang-undang Dasar 19ks",

"Dalam melakukar kewajiban Presiden dibantu . 3 -2 o orasns Wakil
Presiden”.

1. Selaku Kepala Negara..

"Presiden memegang kekuasaan veng tertings -~z ‘o - 2 Darat,
 Angkatan Laut, Angketan Udara dan Kepolisj n “-ger= =

"Presiden dengar persetujuan DPR menyateka: p. - "g. wex uat
perdemaian dan perjan)ian dengen Negara la:"
"Presiden menyatakan keadaan bahaya, syars -t aret Zan kibat
nya keadaan Bahaya ditetapkan dengai: Todar- ~urdang”
"Presiden mengangkat Dute dan Konsu'".
"Presiden menerima Dute Negars lain”.
"Presiden memberi gra.sir, smnestl, aholigl - -_l.ebild AL
"Presiden memberi gelaran, tanda jJase lar iz _afnuye =:.de

kehormatan®,

2. Selaku Kepala Pemerintahan.

"Presiden memegang keuasaan membentuk nde:-tmdang denrar per-
setujuan Devan Perwakilan Rakvat";

"Presiden menetapkar, Peraturar Pemer:n-rh . Lenjalarken
Undang-undang sebagaimana mestinya".

"Dalam hal ihwal yang memekse Presicen me “a- Xe. -erutaren
Pemerintahan sebagai pengganti Undang-undgs - .

Dalam menjalankan tuges-tus=- Pemerintcha ‘esider - lbentu
oleh Menteri-merteri Negara™ ’Pasal 17 e~ ™ 1ghks?
"enteri-menter- itu diangkat dan dibert.-r .- _sh Fr siden"

(Fasal 1T ayat & tUD 16L5).



Presiden dalam menjalenkan tugas-turas pemerirtsher juga di-
bentu olek Pimpiran Lembaga Non Departemen yarg diangkat dan

diverhentikan oleh Presiden.

e. Departemen Pemerintahen.

“Departemen merupekan lembags Pemerintahan yang meliputi bagian ke-
gistan Pemerintzhan tertentu yang langsung bereda divawah pimpinen
dan dipertanggung-jawabkan kepada seorang Menteri™. Seteagai langkah
penertivan, ditetapkan dengan Keppres No. 170/196€¢. (Lengkah-langkah
perertiban dan penyempurnaan selanjutnya llhat uraian berikutnya pa-
da begian lain).

Pada hakekatnys tugas-tugas pokok Pemerintahan dibagi habis menjadi
tuges~tugas pokok Departemen~Pemerintehan dan sebagaian Lembeaga-lembaga
non-Depertemen. Dalam rumusan tugas pokck Departemen~departemen di-
anut prinsip fungsionalisasi,disertai prinsip pembagian habis tugas
pokok Pemerintahan kedalam Depertemen-departemen dan Lembaga-lermbaga
Non-Departemen. Dalam Kabinet Pembangunan yang dibentuk dengan Kepu=-
tusan Presiden No. 183 tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan Ke-

putusan Presiden No. €L tahun 1971, terdapat 18 Departemen, yaitu :

Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen

F

Depertemen
Departemen
Depertenen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen

Departemen

Delam Negeri;

Luar Negeri;
Pertahanen/Keamenan;
Kehakiman;
Penerangan;
Keusangan;
Perdegengan;
Pertanian; ‘
Perindustrian;
Pertembangan;
Pekerjaan Umum dan Tenage Listrik;
Perhubungan;

Pendidikan dan Kebudaysaan;
Kesehatan;

Agama;



16.
17.
18.
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Depg.rtemen Terega Kerja;

Departemen Sosial;
Departemen Trensmigrasi dan Koperasi.

Masing-mesing Departemen tersebut dipimpin et szeurang Menteri.
Disamping Menteri yang memimpin suatu Depar =;men yang me. sksangkan

kekuasaan Fkgekuti? terdapat Menteri-menteri Negnrs yang bertugas mem-
bantu Presiden mengkoordinasikan bidang-bidang 4 rv<crtey, Mentiri-men-
teri Regara itu dalam Kurinet Pembangunan terdir’ o¢... :

1.

2.

Menteri Regara yang mbantﬁ Presiden dalem mrag oriinasiken ke~

giatan-kegiatan dididang Exonomi, Keuangar dar Industr:.
Menterl Negara yang membantu Presiden dalam mengkocréinasikan ke-

giatan-kegiatan dibidang Ekononmi . ‘{euangar da- T dastri.

Menteri Negara yang membantu Presiden delam Peayenpurnann  pem-—
bersihan/Penertibar aparatur Negara.
Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Pergavesan Onera-

sionil Pembangunan.
Menteri Negara ya.ng membantu Presiden dalam Urusarn Pertahanan

dan keamanan. .

Menterl Negara yang membantu Fresiden dalan Pe-er.canasn Per angunan

Nasicnal,
SeJak 1966 telsh dimdekan usshs-usaha renyervurnaer ¢an nanertiban

dibidang eparatur dan iministrasti Negara yang Fo ok vrkoknya  imurt -
dalam peraturan-peratursn pervi:dangan dibawah iri

1.

2.

Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 teﬂtangAﬁtruxtur Dasar Orga-
nisasi dan Bidarg Tugas dari Departemen-departemen Kabinet rmpera..
Keputusan Presiéium Kabinet No. 15/U/Kep/8/196F tentnng Kedudukan,
Tugas-pokok, furgsi, wvewenung dan tata-kerja Sckratsriat Jerdral,
Direktorat Jendral dan Inspektorat Jendral ped- Twiartemen--eparte-
men dalax Kabinet Ampera,

Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/19¢5 tentang Struktur
Organisasi dan Fembagian Tugas Departenen-departemen.

Keputusan Presiden R.I, No. 171 tahum 1967 ten‘ang Perubehar Struke
tur dan Susunan Personaslia Kabine+ Ampera ang dibentuk dengan Ke-
putusan Presiden No. 163 tzhm 1966,
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9.

10.

12.

13.
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Instrucs: Presiden Kabinet No. L8 tehun 1967 tenteng Penertiben
Kantor/Perwekilan dari Departemen/Badan Femerintahan di Daerah.
Instruxsi Presiden No. 11 tshun 1967 tentang pendayagunaan Pege-
wal Negeri.

Instruksi Presidium = Kabinet No. 17 tahun 1967 tentang Pengarahan
Bentuk<bentuk Perusahaan Negare.

Keputusan Presidea No. 183 tahun 1968 tentang Pembubaran Kebinet
Ampera dan Pembentukan Kabinet Pembangunan.

Keputusan Presiden R.I. Fo. 6L tahun 1971 tentang Penyesuaian dan
Penggentian Jabatan Menteri dalam Kabinet Pembangunan.

Keputusan Presiden R.I. Fo. 18k tahun 1968 tenteng Keduduken Direk-
toret-direktorat Jendral deri Depeartemen-departemen pada Kabinet -
Ampera dalem Kabinet Pembengunan.

Instruksi Presiden R.I. No. 19 tehun 1969 tentang petu:n.juk-pettmjuk
Penyelenggaraan Tugas Menteri Negara.

Keputusan Presiden R.I. Fo. 2§ tahun 1969 tentang Perubahan dan
atau Penambahan Direktorat-direktorat Jendral sebegsimens termak-
sud dalam Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966.

Keputusan Presiden R.I. No. 1 tahun 1971 tentang Perubshan dan atau
Penambahan Keputusan Presidjum Kebinet No. 75/U/Xev/11/1966.

Pola struktur organisasi Departemen yang distur dalam Keppres No.

75/U/Kep/11/1966 dan Keppres No. 15/U/Xep/8/1966 dan pola struktur or-
sanisasi Lexbegs Non-Departemen yang distur dalam berbagai-begal ten-
tuk peraturan perundangan berpedoman kepade prinsip line dan staff,

Pola truktur Organisasi dari Departemen-derartemen yang berpedoman
pada line dan staff itu dirumuskan sebagai berikut :

1.

2.

"Menteri, setagai Kepela/Unsur pimpinan Departemennya masing-
masing, sekaligus merupakan pembentu dan penasehat
deri Presiden/Presidium dalam sub-tidang (tugss po-

kok Depertemennye) nasing-mesing”.

nSexretaris Jendrel Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pembantu Pim-
pinan yang bertanggung-javab memberikan bantuan-ben -
tuen temnis dan edministratif bagi unsur-unsur pelak-

sansan dari Departemen yang ber sangkutan”.
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3. "Inspektur Jerderal Departemen, {epebila dar selema Ziperluken)
sebagai Kepala/Unsur Pembantu Pimpinan Departemen,
khusus delam hal Pengawesen (kontrol) kedalam" De-

partemen yang btersangkutan.

L. "Direktur Jenderal Departemen, cebagei Kepala/Unsur Peleksana
dari sebagian tugas pokok Departemen YZng diper-
tanggung-jawabkan kepadanya".

Perbedaan artsra Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana ha
rus kelihatan didslam didalam pembagenan organisasi Departemen.

Direktorat Jenderal.

1. "Direktorat Jendral edslah Jawatan yang meruapakan alat pelaksa-
na uteme tugas Departemen” (Pasal 12 ayat 1 Keppres Yo.15/1966).

2. "Tiap Direktorat Jendrel dipimpin cleh secrang Direktur Jenderel"
(Pasal 12 eyet 2 Keppres No.15/1966).

3. "Direktur Jenderal berads dibawah dan bertanggung-jaweb kepeda
Menteri”. _

4. "Direktorat Jenderal mempunysi tugas pokok melaksanakan tugas De-
partemen dibidangnys berdasarkan garis kebijaksansan umum yang ai-
tentukan oleh Menteri" (Pasal 13 Keppres No.15/1966).

5. "Direktorat Jenderel mempunyai fungsi untuk melaksanakan bagian

' tertentu dsri pada tugas pokok Departemen, vang meliputl persiaspan,
penyeleseian, renresuaian, pengendalien dan pengeweaseannys dibideng

waktu, tempat, tenaga kerja, peralatan dan keuangen, Bger SuDE; e

sesuni dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Departenmen"” (Fasal

14 Keppres No.15/1966).

6. "Direktorat Jenderal mempunyal unsur-unsur :

a. Sekretariat, citingkat Pusat ‘;

b. Kantor atau nsma lein, (Direktorat atau Dinas), sebagal unsur
pelaksana ditingkat Fusat ateu Daersh”. (Pesal 20 eyat 1 Keppres
Fo.15/1966).

7. "Direktur Jendersel membawahl :
(1) Sekretaris Direktorat Jenderal, sebagai Kepele/Ursur Pembertu-

nys yang bertenggung-jawab memberikan bantuan-bantuen teknis
dan administretif begi unsur peleksana  dari Direktorat Jenderal
yvang bersangkutanr, dan membawahi Bagian-bagien yang masing-masing
dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.
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(2) Direktur sebagai Kepala/Unsur Felsksans deri sebagien tugas
Direktorat Jenderal yang dipertanggung-jawebkan kepadanya,
yeng mermbawehi :

a) Sekretaris Direktorat sebageimana halnye Sekretaris Direk
‘ torat Jenderal terherdap Direktur Jenderal-nya.
b} Kepala-kepela Dinas, sebegai Kepala/Unsur Pelaksana (Dinas)
dari sebagian tugas Direktorat yang dipertanggung-Jjawabkan
kepadanye" Keppres No. 75/196€).

Tugas-tugas pokok sesuatu Departemen Pemerintahan dibagi habis
wenjadi tuges-tugas pokok dari Direktorat-direktorat Jenderal dalam
Departemen yang bersangkutan.

Jumlah Direktorat dalam tiap Direktorat Jenderal pada pokoknya dibata-
sl sampai 5 buah saja. Aken tetapi apabila kebutuhan riil dari pada De-
partemen yang bersangkutan menurut Jumlah yang lebih besar, make penem-
behan termaksud masih dimungkinkan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
dengen L.A.N. sebaliknys apebila kebutuhan riil tidak menuntut jumlah
sampai 5 bush, maka Jumlah maksimal tersebut diestas tidak usah dipenu-
hi.

Direktorat terhsgi ked#lam Dinas-dines dan Dinas terbagi kedalam Seksi-
seksi. Pembagian Direktorat kedelam Dinas-dinas den unit-unit corganisa-
81 yang le Ah kecil belum distur, namun jumlah-Jumleh itu harus disesuai-
'kan dengan kebutuhan riil Departemen yang bersangkutan atas pertimba-
ngan yang obyektif dengan, krkonsultasi dengen L.A.MN. Bila suatu Direk-
torat tidak begitu besay maks tugas Sekretariat Direktorat depat dihim-
pun dalam Sekretariet Direktorat Jendersl. :

1. " Sekretariat Jenderal suatu Departiemen adalah sebuah badan staf da
lam Departemen yang berede dibawah Menteri" (Pasal 1 ayat 1 Keppres
No. 15/1966).

2, "Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal” (Pa-
sal 1 ayat 2 Keppres No. 15/196€).

3. "Sekretariat Jendersl mempunyai tugas pokck memperlancar pelaksanaen
tugas-tugas Departemen dengen merberikan bantuen éibidang teknis
(staf) dan administrasi" (Pasel 2 Keppres No.1l5/1966).
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"gelrotariat Jenderal mempunyai fungsi pengkocrdinesien, peng-
olehen, penelashan, perencansen, pengawvecsan, renelitian dan pem-
binean sdrinistresi Departemen delam rengka pelaksansen tugas pokok”

Departemen (Pasal 3 Keppres No. 15/196€).

"Sugunan organisasi dari Sekretariat Jenderal terdiri dari Biro-bi-
ro yang terbegi dalam Bagian-bagian den Sub-sub Bagian" (Fasal 6
ayat 1 Keppres No. 15/1966).

"Iro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin cleh Kepala Ba-
gian dan Sub Begian oleh Kepala Sub Bagian" (Pasal 6 ayat 2 Keppres
No. 15/1966).

Pole Daser Struktur Organisasi Sekretarist Jenderal lihat bagarnys.
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Pengertian Ceiirelaric Jenderal ini berbeds dengen penger-
tian SeXreteris Jerndersl yeng QCressl  sebelum zzhur 196€ yang
peda wiktu itu berkedudukan cebegal creng keiues (seccné ir
commanc) dalem Departemernnya.

Kedudukan Sekretaris Jenderal sekarang ini sebagai unusr ren
bentu Pimpinan dimelsudkan untuk memveriken perhatian kepads
managerent intern Departemen yang sebelumnya sering kali dilu-
pakan,

Sebagai pembantu Menteri delan internal management Departemen,
maka dalam lingkungan Departemen tersebut Sekretaris Jepdersl
merupakan’ orang sesudah Menteri yang meliputi mempunyei gem-
baran yang menyeluruh dari Departemen yang bersengkutan.
Jumlah Biro dalam tiap Sekreteriat Jendersl pade pokoknya di-
batasi sampai T buah. Akan tetapi apabila kebutuhan riil dari
Pada Departemen yang bersangkutan menuntut jumlah yang lebih
besar, makes penambahan masih dimungkinkan dengan terlebih da-
hulu berkonsultasi dengan L.A.N. Sebaliknya apebila kebutuhan
riil tidak menuntut jumlsh sampsi T buah, maks jumlah maksi -
mal tersebut diastes tidak usah dipenuhi.

Biro terbagi kedslam Bagiarn-bagien dan Bagian terbagl ke-
delam Sub-sub Bagian. Pembegian Eiro keéslam Bagian~bagian dan
Unit-unit organisesi yeng lebih kecil belum diet ur, namun Jum-
lah-jumlah itu harus disesusiksn dengan kebutuhan riil Depar—
temen yang bersangkutan atas pertimbangan Yang obyektif dengen
berkonsultesi dengan L.A.N.

Sesuai dengan fungsinya sebagai unsur bantuan, maka unit -unit
yang harus eda dalam Sekretariat Jenderal ialah unit-unit Ke-
Pegewaian, leuangan, Materiil, Ketasta-Usahaan, Perencanaan,Or-
ganisasi dan Metcde (0 & M) dan-unit-unit lain yeng dianggap
rerlu coleh Departemen yang bersangkutan serts sesuai dengen
fungsi Sekretariat Jenderal.

Disamping meleksanekan management intern dari Departemennya,
Sekretaris Jenderal sebagai Pimpinan Sekretariat Jenderal ber-
tanggung—Jawab terhadap mensgement intern dari Sekretariat Jen
dereal.

Pelaksenasen tangzun g-Jawab ini dapat disershkan kepada unit
unit yang sudah eda. Namun jike dipandeng perlu dapat ditun-
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juk seorarng Sekretaris Sekretsrist Jenderal secera proseduril
yang tidek terliu terlihat daiam Lagan organisasi  Sekreteriet

Jenderal.

Inspektorst Jerderal.
1. "Inspektorat Jenderal sesuatu Departemen dibentuk menurut ke

tentuarn dalam pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden No.l70 ta-
hun 1966 dan merupakan alat pelsksana utame Pengawasan De-
partemen” (Pasal 23 ayat 1 Keppres No. 15/196€).

2. Apabile dipandang perlu guna kelancaran pelaksansan tugas-
tuges Departemen atas usul Menteri yang tersengkutan, dengan
Keputusan Presidiur dapat dizdeken suatu bader yang bertugas
membantu Menteri dalam melakuken pengawasan terhedap Depar-

temennya.
Badan tersebut dinamakan Inspéktorat Jenderal yang dikepalai
oleh seorang Inspektur Jenderal™ (Pasel 2 ayat 6 Keppres No.
170/19€6). '

3. "Inspektorat Jenderal mempunyei tugas pokok membantu Menteri
dalam melaknkan pengawasan &tas pelaksanaan tugas deri semus
lembege delem Departemennya" (Pasal 24 Keppres No. 15/1%9€€).

4, "Inspektorat Jenderal mempunyel fungsi melakuken pengawasar,
apekah pelaksanaan tugas Departemen dapat d&icepai menurut
rencers dan apakah pelaksanaannya sesuai dengen kebijeksana-
an yang telash ditetapkan oleh Menteri" (Pasal 25 Keppres No.
15/1966).

5. "Inspektoret Jenderal membavehi langsung Inspektur-inspek-
tur, InspekturLinspektur selanjutnya membawahl Inspektur-in
spektur Perbentu. Dalem hal surat-menyurat; Inspektur Jende
ral dibentu oleh satu bagian Tate Usaha" (Pasel 3 ayat L Kep
pres No.T75/1966).

Jumleh Inspektur dan Inspektur Pembantu dalam tiazp Ins
pektur dengan kebutuhan riil Depértemen yang bersangkutan
atas desar pertimbangan yang cbyektif serta sesual dengan
fungsi Inspektorat Jenderal.



Instensi Ver+tigal.
1. "Peleksanszan tuges Depertea --~Oeparvemer  "::rah-Gaerah, se

lame belum ude ketentuen le.- tetap wen % dsn derja an se
bagaimana diatur dalam ketcntuan-ketentuer yang aGs den apa
bila tidai akan mengganggu telancaran .o.axespnaer, tuges, di-
tekankan untuk mengikuti can memurut arternet f Pertare lam—
Piran Keputusan Presidium Kabinet No. 15,/ ©/1966 tenggal 31
Agustus 1966. | |
Tetapi apabila karens kehususan/specislic«si 2a»i neleksana~
an tugas Direktorat Jendersl dan/atau Dirsk<--rat Zar. peda
Departemen yang bersangkutan, alternatif leir {Kedue .an Kee
tiga) dapat pula diterapken dengen ketenzua.. 2danye S5£0rang
koordinator sebagai wakil dari Departemer. sebegai kes« Luruh-
an untuk memudahkan hubungsn~hubungan de:gan Kepala Dearah /
Badan-baden Daerah yang bersangkutan" (Pssa_ = Kepores No.T5/
1966).

2. Didaerah suatu Departemen hanya boleh memrunyai satu Kantor
Daerah atau satu Perwekilan Departemen (.ihat angka I Inpres
Ho. 43/1967).

Badan-badan Felukseane lain dalam Departemer

"Badan-badan Pelaksina lainnya, baik yeng >~ng=ung dibaw: h Men-
teri, Direktur Jenderal, Direktur Jendere: giavrom Tivekiur, ae
delah baden-tadar yang bersifst khusus/epe~ aligust 22 a- renge-
ka pelaksanaan tugas Departemer, Direktora- - =leral aieoun Di

"~

rektorat yamg bersangkutan” (Frsal 4 ayat 2 stres No.7 71G66).

Yang dimaksud dengan tugas-tugas khusu -speciglisas” yang
menjadi tugas Badan-badan ini, ielah tugas- . 845 yang pe:lu di-
beri wadsh tersendiri, seperti penelitien d-n pendidivan.

Staff Pribadi Menteri,

"Staf Pribadi Menteri, (apsbile den selwm~ Ariukan} ¥ oog  se
banyek-banyaknya terdiri dari ¢ ‘enam) oran. - orgel URENr pem
bantu khusus dari Menteri dale~ hai-hal yan,. A anggapnya  per-
lu dalam rangka kelancaran pe.=ksanaan tuga.. poxok Depariemen
yang bersangkutan. Pada dasarnya, anggota-a Zgote Staff “ribadi
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diembilken dari pejabat-pejabs: Kegara yang sucsh ada" { Pasal
4 ayat 1 Keprres lo. T5/1966). -
Walaupun Staff Pribadi Menteri tersebut beredudukan langsung
dibawah Menteri, administratif pengurusannys termasuk lingiku
ngan Sekretaris Jenderal.

lembags Non Depariemen.
Disamping Departemen-departemen, ditingkat Pemerintahan Pusat
terdapat Lembags-lembaga Peme:._ntahan yang tidak berbentuk De-
partemen (Lembaga Non Departemen) yang berkedudukan larzsung
dibawah Presiden).
Lembage~lembaga Non Departemen yang ada sekarang ini seovanysk
15 buah, yaitu : _
- 1. Lembaga Administrasi Negars (Keppres No. 5/Ti). |
- 2. Lembuge Ilmu Pengetahuan Indonesia (Keppres No.128/67).
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Keppres No.80/6T).
— b, Badan Tensgs Atom Nasional (U2 No.31/64, PP.No.3/65, Kep-
pres 298, 299/68).
5. Kantor Urusan Pegawai (PP No. 32/50, Kep.FP No.30/PM/51).
- 6. Badan Urusan Logistik {Keppres No. 11/63).
T. Kejaksaan Agung (PP No.32/50, UU No. 15/61). ,
B. Arsip Nusionel (Ferpres Nc.19/61, Kep MP No.LO6/MP/€.).
9. Bank Sentral (Bank Indonesia).
10. Lembaga Penerbangsn dan Artariksa Nusional (UU.No.B3/59,ler
pres No.24/63, Keppres 23(/63).
.11, Jewatan 3andi (Keppres Nc. 231/61).
12, Badan Koordinasi Survey dar Pemetwan Nasional (Keppres No.
83/69).
13. Devan Telekomunikasi Nasional (Keppres No. 204/6k).
14, Badan Koordinasi Intelejei. (Keppres No. 76/70).
« 15, Biro Pusat Statistik {UU. 80.7/60, PP No. 16/68).

Sejak tahun 1966 jumleh Lembaga-lembaga Non Departemen yang se-
belumnya berjumlah lebih banyuk itu telah dikurangi sehingga men
Jadi 15 buzh seperti tersebut diates. Dasar hukum, tugas pokok
serta struktur organisasinys telak diterbitkan dan disempurn:u.-
kan. Proses Penertiban dan penyempurnaan ini masih perlu dilan
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Jutken untuk mengimbangi perkembangan negare yang sedang melak
senekan perimbangan disegals bideng.

Desar hukum dan i.gas pckok Lerhaga-lembaga Non Departemen per
lu disesuaikan dengen pola dasar struktur organisesi yang wme-
ngandung adanye unsur-unsur Pimpinan, Pembantu Pimpinan éan
Pelaksana.

Sekretariat Negarse.

Pembentukan Sekretariat Negara diatur dengan Peraturan Pre-
'siden No. b dan 5 tahun 1962, Xeputusan Presiden Ho. 167 “chrx.
1966, Kepulusan Presiden No. 53 tahun 1967 cen No. 215 ieun
1968,

Sekretariat Negara dipimpin ol=2b seorang Serretaris ooy,
yang membawahi dan mengkoordinir :

1. Sekretaris Kabinet.

2. Sekretaris Kepresidenan.

3. Sekretarie Militer.

Sekretariat Negara adulah unsu> pembantu Presider baik s5-oagei
Kepala Regare maupun sebagal Kepala Pemerintahan.

- Sekretariat lengendalian Operasionil Pembangunan,
Dalam memgang Pimpinan dan Fengendalian Operasiopi: Pemisngi-
nan Presiden mempunyai sebuml: Tekretariat Fepngendelian Tiarasi

onil Pembangunan. Sekretarii. ..ii dipimpin ocleh seviazy . k-
retaris yang diangket dan vei-znggung-jawsb l1angs.ng s F8
Presiden.

Disamping itu @iangka*t pu'ae peva Inspektur Jeaderal Fewtri v -
nan (IRJENBANG) yang bertanggung-jlawab langsung k:pes  Foeg’ -
den.

Bekretariat Lembaga-lembagas lNerara.

Untuk membantu melancarken pek=zrjiaan den melayen: Lembage-”.2m=
baga Negars serta para Anggotaiya, masing-musing Lemhbaga Xe-
gara mempunyai Sekreteriat, ya-tu -

1. Sekretariat MFR.

2, Sekretariat DFR.

3. Sekretariat Mankamah Agung.

. Sekretariat DPA.

5. Sekretariat BFK.
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Sekretariast-celiretariat tersetut dietes secerz crgenicatoris ne
rupakan elat perlenghapan daeri Lerbaga-lembaga llegars yang ber-
sangkutan, sedar.g,‘::an sempei sekurang ini pegavai-pegawai ada-

1ah Pegawai Hegeri.

f. Tugas pokok, organisasi dan perrbidangan
serte komp_gsisi Kebinet FPembangunan II
tahun 1673.

A. Tugas pokok fabinet Pembengunan I1.
Dengan mempelajari keseluruher Ketetapen~ketetapan MPR - RI

haesil Sidang Umum yang lalu, maka tugas pokok yang dibeban-
kan kepada Ksbinet adalah meneruskan dan meningkatken pelag
sanaan pembangunan yang telah dijalankan sampai sekarang ber
dasarkan pede Garis-garis Desar Haluen Negars yang mencakup

Pola dssar Pembangunaen Nasionel, Pola Unum Pembangunan Jang-

ka Panjang serta Pola Umum REPELITA Kedua.

Peningkatan Perbangunan itu menurut Presiden Suhartc hanya

dapat dicapei, apabila kite berhasil melaksanaskan tugas- tu=-

gas sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memeliharse stabilites politik dengan pe-
laksanasn politik dalam negeri maupun politik luar negeri
gesuai dengan Geris-garis Besar Haluan Negare;

2, Meningkatken dan memelihera stabilitas Fkoneomi;

3. Meningkathkan dan memelihera stabilitas Keamanan;

L. Meneruskan peleaksanaan tehun kelima (terskhir) dari REPE-
LITA Pertsme, serta merencanekan dan meleksanskan  REPE-
LITA Kedua;

5. Meningkatkar kesejahteraan rekyat sepadan dengan hasil=-
hesil yeng dicapal oleh peleksanaan REPELITA;

6. Menerusksr pelaksanaen penertiban dan pendaya-gunaan Ape~

ratur Negere di segale bidang dan tingkatan;

7. Melaksanaker Pemilihan Unum selambet-lambatnya pada akhir
tekun 1977T.

Ketujuh macam tugas itu yang ‘merupakan perinc:Lan den pene-
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gasan sesaren-sasaran tugas Lagl suksesnye pelsksanaan  pe~
ningkatan perbangunen jtu dinamekan Sapta-Krida. Sedangkan
Kabinet yang &kan melaksanaken Sapte-Krida itu dinamakan Ka=

binet Pembangunan II.

B. Organisasi. .
Untuk dapat melaksanakan Sapta~Krida itu sebaiknya, make di-

bentuk organisasi (Kebinet) yarg seefektif dan seefigien mung
kin, sederhena tetapl benar-benar aken dapat mendukung den
melaksarakan secara optimal Sapta-Kride.

Dalam menyusun Kebinet yang demikian itu diperhatikan pule
faktor-fektor lain yang dapat nempengarvhinya terutama fak-
tor psykhologis-politis.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, maks Kabinet
Pembangunan II terdiri deri 17 Menteri Negara yang memimpin
Departemen dan 5 Menteri Negara dengan tuges-tugas khusus
yang tidek memimpin suatu Departemen. Ke 17 Departemen itu
adeleh sama dengan Depsrtemen-depertemen yang ada delam Ka-
binet Pembangunan yang lame, kecuali Departemen Tenaga Kerja
dan Departemen Transmigresi dan Koperasi digabungkan menjeadi
satu Departemen dengan nema Departemen Tenage Kerja, Trans
migresi dan Koperasi.

Penggebungan atau penyatuan Departemen Tenaga Kerja dan De-
partemen Trensmigrasi dan Koperasi ini dinyatakan sangat per
.Ju dan penting. artinya, bukan saje urtuk kesederhansan orga-
nisasi, tetapi terlebih-lebih untuk maekin mensinkronisir ke-
glatan-kegiatan transmigrasi dan koperasi dengen perluasan
lapangan kerja bagi rakyat ‘baryak, delem rangke meningkatkan
kese jahteraan rakyat.

Berhubung dengan pentingnnya bidang tugas atau kegiatan ter-

tentu, yang menmerluken perhatian secara khusus dan yang ti-

dsk dapat dimasukkan kepade salah satu Menteri atasu Departe-

men, maka oleh Presiden ditetapkan 5 Ment':eri Negara yang ter

diri dari : '

1. Menteri legara yshg mengkodrdina.sikan keglatan~kegiatan
dalam bidang tugas Fxonomi, Keuengen dan Industri.
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Atas kegiatan dulam bidang tugas ini diperlukan perhatian

khusus, karens dalam bidang inilah terletak titik bLeruat
dan prioritas kegiatar pembangunan kita.

Menteri Negure yang mengkordinasiken kegiatan-kegiaten da
lam bidang tugas Kesejahteraan Rakyat. _
Karena untuk bidang tugas dalem kegiutan dibidang kesejah
teraan ini, dalam tingkat dewasa ini taru dapat disedia -
ken dene biaya yang terbatas berdasarkan kemasmpuan nega-
ra, maka dinyataken perlu memberikan perhatian khusus pa-
da keylatan-kegiatan dibidang iersebut, agar 4ana yeng
terbatas itu dapat digunakan secara optimal untuk pening-
katan kesejahteraan rakyat.

Menteri Negara ysng mengkoordinasikan kegiatan dalam bi-
dang tugas Penertiban dan Pendaya-gunasn aparatur NEGARA
disegala bidang dan tingkatan. '

Koordinasi dalam kegiatan dalam bidang tugas ini Jelas
diperlukan, dalam rangka menyempurnekan den meningkatkan
prestasi kerja aparatur negara dalem pelaksanaan pemba-

ngunan.

Menteri Negers yang mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan
dalam bidang tugas riset. Bideng tuges dalam kegiatan
riset ini sangat penting bagi mempercepat dan memperlan -
car pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan ini yang per-
lu ditingkatkan dan diberi perhatian khusus adelah  ke-
giatan riset yang iaéat menghasilkan hasil-hasil konkrit
yang segera dapat diterapkan untuk peningkatan hasil- hLa-
sil pembangunan itu sen@iri, baik dibidang pertanien, in-
dustri atau lain-lainnya.

Oleh karenanya kegiatan-kegiatan serta fasilitas riset se
karang dilekukan dan berada dilingkungan Departemen atszu
Lembaga Pemerintah itu perlu dikcordinasikan dan diarsh
kan sehingge dapat ditemukan hasil~hasil konkrit yang ber
guna bagi pembangunen, baik dalam Janéka panjang, maupun
Jjangka pendek.

Menteri Negara yang mengkoordinasiken Administrasi  dan
Keuangan Lembega-lembaga Pemerintah Non Departemen.



c.

Dewasa ini iambaga-lemba; Uzparter: - oo D&y ak veng
urusan keuangannys éilak.tin uielh T-0 =2y L.wo Yegn - Lo
ngan adanya Menteri Nege:+ yang m-zn. 3:° m=sike-. gL
san adminiscrasi dan kev agan Lembsya . w age ters ut,ou
kan saja pertanggungan-jiwab keusngar.iys kepada L7 akar

makin Jelas dan lancar, tetapi Juge Z har:pkap aks- sr=kin
terarah penggunasnnysa.

Komposisi,

Mengingat tugas dan orgenisasi Kabinet i-u, maske ?e.a mene-

tapkan komposisinya itu, dipertimbangkenr fextor-fekic ' sebaw

gai berikut ¢ |

(1) Kontinuitas pelaksanaar tugas Kabine: Pemburg: nar  yeng
lama kepada Kabinet yang baru;

(2) Kesanggupan mengadakan dan membine ker‘fa~sams . - uera
Menteri-menteri tersebut, .chingge n;erupak‘an Kabs -+ v ;g
kuat dan komrak:

(3) Meliputi be.bagal golorian kekuatan rarz ada delaz maeys
rakat dewase ini, lalal darl golonge. Aerys ARRY ‘sn kun
ABRI dan golongan politik yang terd!-i Jari vapnagn-tena-
gs yang shli (teknokra:ij}.

Pembidengan dalam Departemen.
Berdasarkan pade landasar pemikiran ter-ehv s zagd iiz.sunian

Depurtemen~departemen Kabiret Pembangunre 1. asznerti o -ijut:
1.7 Departemen Dalam Negeri:

2. Departemen Pertahanan - Keamansen *)
3. Departemen Luar Negeri;

4. Departemen Kehakiman;

5. Departemen Penerangan,;

6. Departemen Keuangen;

7. Departemen Perdageangan:

8. Departemen Pertanian;

9. Departem:: Perindusi::.uau:

1¢. Departemen Pertambange:::

*)

Ini tidak dimuat dalem Kep.twsan Pre s, Y N
tanggal 26 Auvustus 1974. .
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surtemen Pekerjean Umum dan Tenaga Listrik;
2. Departemén Perhubungan;
13. Departemen Perdidikan dan Kebudayaan;
14, Departemen Kesehatan;
15. Departemen Agema;

" 16. Departemen Sosial;

17. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
Menteri-menteri Negaras yvang me oordinasikean bidang-bidan

khusus .

Disauping pembidangan dalam Departemen ditetapkan pula bi-

dang-bidang khusus yang disusun oleh Menteri Negara se-bagai

berikut:

1. Sebagai Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan~-ke
glatan di bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, merang -
kep Ketua Badan Persncang Pembangunan Nasional, dengan se
butan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Sebagal Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan-ke
glatan di bidang-bidang Kesejehteraan Rekyat, dengan sebu
tan Menteri Negara Kesejehterasn Rak¥at .

3. Bebagal Menteri Negars Yang mengkoordinasikan kegiatan~ke
glatan Pepertiben dan Pendays~gunaan Aparatur Negara, me-
rangkap sebagal Wakil Ketua Badan Perencans Pembangunan
Nasional dengan sebutan Menteri Negara Penertiban Aparatur
Hegara/Wakil Ketua Badan Perenca.naan Pembangunan Nasional.

L. Bebagai Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegianten-ke
glatan riset, dengan sebutsn Menteri Negara Riset.

5. Sebagal Menteri Negars yang mengkoordinasiken Administra~
81 dan Keuangan dari Lembaga-lembaga Pemerintah Non Depar
temen merangkap sebagal Sekretaris Negara, dengan sebutan
Menteri/ Sekretaris Negara.

(Susunan Kabinet tersebut ditetapkan dengan Surat-keputusan
Presiden tertanggal 28 Maret 1973 No. 9 Tahun 1973).
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Pekok-pokok creanisasi TDepartemen

Susunan & Teta-care=kerije Deperiemen

(1974)

Pokok-pokok organisasi Depertemen-depertemen yeng menjadi tagi
an dari pemerintﬁh negara sebagei pelsksanaen krida ke-6 dite-
tapkan dengen Keputusan Presiden No. kk Tahun 1974 yeng berla-
¥u mulai tenggal 26 Agustus 197k,

Delam pasal 1 Beb I (mengenai keduduken, tugas-tuges pokok dan
fungsi Departemen) disebutkan dalem Keputusan Presiden itu bah
wa Departemen dalam Pemerintahan Negaras Republik Indonesis,
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen,
berkedudukan sebagai bagian dari Femerintsah Negara yang dipim=-
pin oleh seorang Menteri yeng bertanggung~-javeb langsung kepe-

da Presiden.

Delam pasal 2 disebutken bahwa tugas pokok Departemen adelah
menyelenggarekan sebegian deri tuges umum pemerintahan dan pem

bangunan.
Selanjutnye disebutkan dalam pasal 3, behwa :

(1) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumu-
san kebijeksanaen pelaksenasn dan kebljaksanaan teknis,pem
berian bimbingen dan pembinamn serte pemberian perizinen,
sesual dengen kebutuhan umum yang ditetapkan oleh Presiden

dan berdasarkan persturan perundang-undengan Y&ng berleku.

(2) Setiep Deperteren menyelenggarsakan fungsi pengelolaan atas
milik negara ysarg menjadi tanggung-javebnye.,

(3) Setiap Departeren menyelenggaraken fungsi pelaksenaan Se-
suai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturen perundang
undangan yang berlaku,

(4) Setiap Departeren menyelenggarakan fungsl pengawasan stas
pelaksanaan tuges pokoknya sesual dengan kebijeksansan u-
mum yang ditetspken oleh Presiden dan berdesarkan peratur-

an perundang-undangan yang herleku,
SUSUNAN ORCANISASI DEPARTEMEN.

Susunan Orgenisasi Departemen, menurut pasal 4 (Bagien II),ter
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diri dari :

a, Unsur Pimpinan ; Menteri;

b. Unsur pembentu Pimpinan . Cekreteris Jenderal;
¢. Unsur pelersans : Direkitorat Jenderal;
d. Unsur pengavasan : Inspektorat Jenderal.

TATA CARA KERJA DEPARTEMEN : KFVAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP KOORe
Mengenai tate kerja Departemen ditetapkan (Pasal 5 Bab III),beh-
va semua unsur Departemen delam melsksanakan tugaesnya masing-ma-
sing wajidb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroni
sasi, baik dalem lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hu-
bungén antars Departemen/Instansi untuk kesatuan gersk yang se-

rasi sesual dengan tugas-pokoknya.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal den Direkiur Jenderal
bertanggung-javadb langsung kepads Menteri.

KEDUDUKAK DAN TUGAS MENTERI.

Menteri, menurut ketentuan dalam pasal 6 Bab IV, edalah pembantu
Presiden dalesm bidang ysng menjadi tugas kewajibannya disarping
kedudukennye selsku pimpinan Departemen.

Menteri mempunysi tugas @

2. Memimpin Departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telsh
digariskan oleh Pemerintah dan membina aparatuxr Departemennya
agar berdaya-guna dan berhasil-gune;-

b. Menentukan kebijeksanaan peleksenaan bideng pemerintahan yang

secara fTungsionil menjadl tanggung=-Jjeavabnye sesual dengen ke~
bijeksanaen umum yang ditetapkan oleh Presidem;

¢, Membina dan melaksanakan Kerja-sama dengan Departemen,Instan-
si dan orgenissesi lainnya‘untuk memecahkan persoalan yang tim
bul, teruteme yang menyangkut bidang tanggung-javabnya.,

SEHRETARIAT JENDERAL.

Sekretariat Jenderal Departemen,yang selanjutnya delam Keputusan
Presiden ini disebut Sekretariet Jenderel, adelah unsur Pembantu

Pimpinan delam Departemen yang berada langsung éibawah Menteri.
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Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal(Pasal 7T
Beb V), Dalam pasal 8 disebutkan,bahwa tugas pcrck  Sekretariat
Jenderal adalah menyelenggarakan pembinsan administrasi, organi-
sasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan De-
partemen dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepa-
ds Menteri; Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan unit
organisasi lsinnye dilingkungan Departemen dalam rangka pelakse-

naan tugas pokok Departemen,

Dalam pasal 9 disebutkan, bahwa Sekretariast Jenderal menyelengga

rakan fungsi :

&. Kdordinasi dalam arti mengatur den membina kerjasama, mengin-
tegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Depar-
temen, termasuk keglatan pelayanan teknis dan administratif
bagl seluruh organisesi dalam lingkungan Departemen,

b, Perencanaan delam arti mempersiapkan rencana, mengolsh, mene-
laah dan mengkoordinesikan perumusan kebljeksanaan sesuai de-
ngan tugas pokok Departemen;

¢. Pembinaan administrasi dalam arti membine urusan tata-usshe,
mengelola dan membina kepegawaian, mengelo’a keuangan dan per
alatan/perlengkapan seluruh Departemen;

d. Pembinaan organisasi dan tata laksana delar arti membina dan
memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalsksanaan departemen
serta pengembangannyg,

e, Penelitian dan pengembangan dalam arti membina unit peneliti-
an dan pengembangan sepanjang belum diselerggarakan oleh unit
organisasi lainnya dilingkungan Departemen;

f. Pendidikan dan latihan dalam arti membina unit pendidikan dan
latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi
lainnya dilingkungan Departemen;

h. Hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lem=
bags resmi dan masyarekat;

i, Kesmenan dan ketertiban dalam arti membina dar memellihara ke~

amanan dan ketertiban dalam lingkungan Depertemen.
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Menurut ketentuan selanjutnya dalam pasal 10, Sekretariat Jende-
ral terdiri dari sebanyek-banyaknye 7 (tujun) Biro. |
Setiap Biro terdiri dari sebanyak-banyaknye 5 {1ims) Bagian.
Setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyeknya L {ermpat) Sub Ba-
gian,
Dalam pasal 11, semua unsur Sekretariat Jendersal delam melaksana
kan tugas masing-mesing walib menerapkan prinsip koordinasi, in-
tegresi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendi
ri, manpuh dalam hubungar antar Departemen/Instansi untuk kesatu
an gerak yang serasi sesuail dengan tugas pokoknye.
Sekretaris Jenderal melaksanskan tugasnya berdesarkan kebljaksa-
naan yang'ditetapkan 0leh Menteri.
Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi
dan membimbing pekerjaan Kepale Biro.
Sekretaris Jenderal berkewaliban menysmpaikan leporan berkala den
sewaktu-waktu kepada Menteri tentang keadaan dan perkembangan De
partemen.
Dalem melakssnakan tugas tersebut pada ayat (L) pasal ini,Sekre-
taris Jendersl berhak mendapatkan bahan dan steu keterangan dari
Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal dan pimpinan unit organi

sasl 1sin delam Departemen.
Kepala Biro bertanggung-Jawab kepade Sekretéris Jenderal, Kepala

Baglan bertanggung-jawab kepada Kepala Biro dan Kepala Sub Bagi-
an bertanggung-javab kepada Kepasla Bagian.

DIREXTORAT JENDERAL.

Dalam pasal 12 Bab VI disébutkan, bahwa Direktorat Jenderal De-
partemen, yang selanjutnye dalam Kevutusen Presiden ini diseout
Direktorat Jenderal, adalah unsur pelaksanaan deri sebagian tu-
gas pokok den fungsi Departemen yang berada lengsung dibawah Men
teri. ) ‘
‘Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas pokok Ditjen islah melaksanakan sebagian tugas pokck Depar
temen dibidengnyes berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Menteri (pesal 13).

Direktorat Jenderal, memurut pasal 1b, menyelenggarakan fungst :
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a. Perumusen kebijeksensen teknie, perberian birbingan dan pexbl
naen serte pemteriern rerizinar sesuai dengan ¥ebijaksenesen
varg ditetepkan oleh Menteri éar. berdasarkan peraturan perun-

dang-undangan yang terleku;

b, Pelaksanaan sesual dengen tuges pokcknya dan berdssarken per-

sturan Perundang-uncangar yang berlakuj

c. Pengamanan teknis atas pelakseanaan tugas pokoknye sesuail de-
ngan kebijeksanasn Yeng ditetepkan oleh Menteri serte berda=-

sarkan persaturan perunéang-uncangen Yang berlaku.'

Pasal 15 meryebutkan, bahwa jumlah Direktorat Jenderal Dererte-
men ditentukan merurut kebutuhan.

Dirextorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknys 5 {1lima)} Di-
rektorat. Setiep Direktorat terdiri deri sebanyak-banysknya 5
(1ima) Sub Direktorat. Setisp Sut Direktorat terdiri dari = seba-
nyak-banyskrye L (empat) Seksi.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri deri sebanysk-banyaknya
5 (1ima) Begian. Setiap Begian tersebut delam eyat (5) pessl ini
terdiri dari sebanysk-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian,

Dalam pesal 16 (Esb VI) terdapat xetentuan-ketentuan sebagel ber
ikut :

1. Semua unsur Direktorat Jenderel delam melakssnakan tugas ma-
sing-mesing wajidb menerapkan vrinsip koordinasi,integrasi dan
sinkronisasi, baik dalem lingkungen Departemen sendiri ,maupun
dalam hubungsain' antar Departemen/Instansi untuk kesatuen gerak
yeng seresi sesual dengen tuges vokoknya; -

2. Direktur Jendersal meleksansken Tugasnye berdaserkan ketijaksa
naan yang ditetepksn oleh Menéeri;

. 3. Direktur Jenderal berkewejiben memberikan petunjuk, mengawasi
dan membimbing pekerjaen Direktur serta pimpinan unit organi-
gasi lain yang bherade Sibewahrnya; '

L. Direktur Jenderal berkewajiban mengadskan kerjagama den ber-
konsultssi cengan Sekreteris Jenderal, Inspektur Jenderal,Di-
rektur Jenderal lsinnys, serte pimpinan unit organisesi lain
dalam lingkungen Departienen;

5, Direktur Jenderal “erkewejiban renyampaikan bahan dan atau
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~~=w  n laperan kenade Sekreteris Jenderal untuk kepentingan

-

penca* 2-en, penelizien,perbinean, perumusan kebileksanaan den

penvu vnar laporan berkala etau sewaktu-waktu kereds Menteri,

6. Direktur Jenderal berkeweiiban menyampaikan bahan dan  atau
ter>usan leporan kepada Inspektur Jenderal ates permintaan,da
lam rangka pelekseanasn tugas pckok Inspektorat Jenderal;

7. Bilamana ada usul perubashen mengenai kebijaksanaan yang telah
ditetapkan oleh Menteri untuk Direktorat Jenderal, meka  hal
tersebut harus disjuken secara tertulis kepada Menteri untuk
mendapatkan keputusan lebih lanjut;

8, Direktorat bertenggung-jawab kepada Direktur Jenderal, Kepala
Sub Direktorat bertanggung-jawab kepada Direktur,.Kepala Seksi
bertanggung-javadb kepada Kepale Sub Direktorat,Sekretaris Di-
rektorat Jende;al bertanggung-Javab kepada Direktur Jenderal,
Kepals Bagian bertanggung-jawab kepada Sekreteris Direktorat
Jenderal.Den Kepela Sub Bagian bertanggung-jawab kepada Kepa-
le Bagian,

Inspektorat Jenderal Depertemen,yang selanjutnya dalam keputusan
Presiden ini disebut Inspektorat Jenderal,adelah unsur pengawas-
an dalam Departemen yang berade langsung dibawah Menteri ,demiki«
an disebutkan dalam pasal 17 (Beb VII).

Disebutkaen puls bahwa Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspek-
tur Jenderal.

Pasal 18 menyebutkar bahwa tugae. rokok Inspektorat_Jenderal in-
1ah melekuken pengewasan dalem lirgkungan Departemen terhadap pe
leksanaan tugas semue unsur Depariemen, agar supaya dapat berja-
lan sesusl dengar renceane dan p;raturan yang berlaku balk tugas
yang bersifat rutin maupun tugaes pembangunan,

Inspektorat Jendersl,menurut pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

a. Pemeriksaan terhziap setiap unsur/instansi dilingkungan Depar
temen yang dipanéang perlu yeng meliputi bidang administrasi
umum, administrasi keuaﬁsan,hasil—hasil fisik dari pelaksana=-

an proyek-proyek pembangunsn cen lein-lein;

b, Pengu)ian serta renileiasn atas hesil leporan berkala atau se=-
waktu-waktu dari setiap unsur/instansi dilingkungen Departe-

men atas petunjuk Menteri;
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¢, Pengusutan mengenei xebenaran Zeporan etas pengecuan tentang
hambaten, penyizpsnger ateu penyrzlah-~gunsan dividang edminis-
trasi atau reuvengen, vang dilalukan oleh unsur/instansi di-

lingkungan Tepertemen.

Menurut pasel 2C, Inspektur Jenderel membawahi beberapa orang
Inspektur menurut ketutuhan, Setisp Inspektur membawahi sebanyak
banyaknye S5 (lima) orang Inspektur Pembantu.

Inspektur Pembantu dspet membawahl beberapa orang pemeriksa me-
nurut kebutuhsn,

Sekretariat Inspektofat Jenderal terdiri derl sebanysk-banyaknye
} (empat) bagian. Setisp bagian dimaksud delem ayst (L) pasel ini
terdiri dari sebanyak-benysknya 4 (empat) Sub Bagian.

Semua unsur Inspektorat Jenderal dalarw melaksanskan tugee masing-
masing wajib mengindehkan hirarki yang terdapet dalam Departemen,
serta walidb memperhstiken ketentusan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (pasal 21).

Inspektur Jenceral meleksanskan tugesnys berdeserkan kebijeksana
an yang ditetepkan oleh Menteri.

Inspektur Jenderal berkewajiban merberiken petunjuk,mengawasi dan
membimbing pekerjaan Inspektur.

Inspektur Jenderal, Inepektur, Inspektur Pembantu den pemeriksa
dalam rangka peleksaraan tugesnye depat mendatangi tempat beker=-
ja, balk dengan ateu tanpa memberitshukannya terlebih dahulu ke~
pada yang bersangkuten dan meminta bahan dan stau keterangen yang
diperlukan. ' ) i
Setiap pejabat stau :nstansi wejit remberikan bahan dan atau ke=-
terangan yang &irinte oleh para pelebat yang disebut dalam eyst
{5) peeal ini, kecusli Jika terdapat alasan yang sah untuk tidek
memberikannya menuru: peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Inspektur bertenggung-jewadb kepade Inspektur Jenderal, Inspektur
Pembantu bertarggung-lawab kepeda Inspektur, pemeriksa bertang-
gung-javab kepeda Inspektur Pembantu, Sekretaris Inspektorat Jen
deral bertanggung-)evab képada Inspektur Jenderal, Kepala Bagian
bertanggung-javab kerada Sekretaris Inspektorat Jenderal den Ke-
pela Suc Baglan vertznggung-Jjawet kepade Kepela Bagian,
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Dalam pasal 22 {Bab VIII) disebutkan, bahwc F: .z.der. aapat mem-
bentuk suatu baden atau pusat dalam lingkung:. -epartemen seba-
gai pelaksana tugas tertertu yang karena sifa”vs +idalk tercakup

baik oleh unsur pembantu rimpiner, unsur pelsl :zna. mAaupun unsur

pengawasan,

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisa: < hecer e%au dusat
dimeksud dalam ayat (1) pesal ini diatur delz = utusar 3emden-—
tukannya.

Perusahaan Jawatan (Perjaa) merupakan unit ~vcanise=y Adaler ling
kungan Departemen, Yang berkedudukan, tugas, “unz3l <:n T Funan
organisasinya ditetapkan dalam ketentuan per2<uran perinda F-un-—

dangan tersendiri (pasal 23).
Pasal 2k mgnyebutkan : Apabila dipandang perl:, Menteri depat ai.
bantu oleh Staf Ahll yang terdir: sebanyas—baryaknya der:i ~ ie-

nam) orang.
Staf Ahli adalah Pegawal legerl yang bertugas megolah Lan mene-

1aah mesalah-masalah secars keeniian atas pe-k Mentar:
Staf Ahli diangkat dan dibderheniikan oleh Mente:: .
Staf Ahli seca=a sdministratif -csrade dalex i Seungen T T -TE-

riat Jenderal.
INSTANSI VERTIXAL.

Menurut pasal 25 (Bab IX), sebagai penyelengg-rs tuges . £ one-

| &1 Departemen di Propinsi, dibertuk Kaator Wilaveh Depart ~or e-
tau Kantor Wilayah Direktorat Jderal.,

Kantor Wilayah Depsrtemen adale:r Instansi Ver~ike) dari .77 18

partemen yang Dirextcra® Jenceralnys secera ..sszlurm ien i 2isku-

kan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup da- sifet yaue :als.

Kantor Wilayar Dirsktorat Jerde -} adalah Iv.::angi V=-3l- . ari
suatu Departemen, yang masing-resing Direkcer s Jenfaral . - ue-
sakukan tugas dan Tungsi yang ~ariseda~beda .:% . deLgan L wva,

Kantor Wilayah Direktorat Janse -al tersebut —afe aye: .3 Dazal
ini, dalam rangka vencspalan seja*uan gerakX =08 serasi, -ikoor-

dinasikan delam suaty pervakii- - “zparfeme-
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Menurut pasal 26, Departemen yang dalam pelaksanean tugas dan

fungsinya mempunyal ruang 3ingkup yang sejenis, hanya mempunyai
sebuah Kantor Wilaysh Departemen di Propinsi,.

Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat (1) pasal ini menye-
lenggarakan kegiatan pelaksanaan yang menjadi tanggung-jawab De-
partemen di Prop:lnsi ]
Wilaysh kerjs kentor wilayah Departemen tersebut pa.da ayat (1)
dan ayat (2) pesal ini disesuaikan dengan pembagian wilayah peme-
rintehan sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa propinsi -
tergantung dari tuges dan beban kerja yang menjadi tanggung-ja-
wabnya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen bertanggung~Jawab kepada Mente-

ri.,

Tugas, susunan Brganisasi dan tata-cara kerja Kantor Wilayah De-
partemen ditetapksn oleh Nenteri setelah terlebih dahulu menda-
pat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawvab da-
lam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negeara.:

Lebih lanjut daiem pasal 27 disebutkan bahwa Departemen yang Di-
rektorat Jenderalnya menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan ru-
ang lingkup yang berbeda-beda satu dengan lainnya, mempunyai Kan-
tor Wilayah Direktorat Jenderal dai Prcpinsi sesuai dengan tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal dalem Departemen.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) pesal
ini menyelenggaraken keglaten pelaksanean tuges Direktorat Jea-
deral yang nen.j‘sdi tanggung-javeb Departemen di Propinsi. '
Wilayah kerja Kantor Wilsyah Direktorat Jenderal - tersebut pada
ayat (1) dan ayst (2) pasal ini disesuaiken dengan pembagian wila
yah pemerintahan sipil yang dapat mencakup satu atau beberspa Pro
pinsi tergantung dari tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung
Jewabnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenéeral Dbertanggung-jawab ke-
pada Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Tugas, sSusunan orga.nisa.si den tata-kerja Kantor Wilayah Direkto-
ret Jenderal ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu men
depat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawab da
lam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negarsa.
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Guna tercapainya kesatuan gerak yang serasi sesuail dengan tugas
pokok dan fungsi Departemen di Wilayeh yang bersangkutan, demiki
an ditentukan dalsm pasal 28, maka semus Kentor Wilayah Direkto-
rat Jenderal dikoordinasikan dalam suatu perwskilan,
Perwakilan Departemen berfungsi sebagal wakil Tepartemen diwila-
yahnya dan menjadi salurar hudbungan Departeme:r dengan Gubernur/
Kepala Wilayah setempat.
Kepala Perwakilan Departemen ditunjuk cleh Mernteri dari satara
Kepala Wilayah Direktorat Jenderal.

Kepala Perwakilan Departemen bertanggung-jawab kepada Menteri.
(Bandingkan dengan ketentuan wewenang Gubernur/Welikota/ Bupati

sebagal koordinator berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 19TH),

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTTIAN.

Sekretaris Jendéral, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan
pimpinan unit organisasi lainnya yang setingks: dengen Dirsktur
Jenderal, dianskat den diberhentikan oleh Presiien.

Pimpinan Unit organisasl lainnya dilingkungan Denartemen diang-
kat dan diberhentikan oleh Menter:. | |

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Ketentuan~ketentuan lain sebagai tersebut dalr~ csal 30(Bes IT)
ialah perumusan kedudukan, tugas pokck dan svs - organisesi Qg
partemen sampai dengaen tingkat Biro, Insgpektur .l rektoret dan
pusat dalam lingkungan Departemen,distur tersendir! dengan “epu-

tusan Presiden.

Perumusan tugas dan susunan unit orgenisesi ycag tingkatannya le
bih rendah dari unit organisasi dimaksud pada ~yz- 1) pasal i-
ni ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih ds“uis mendspat per-
seéﬁjuan tertulls dari Menteri yang bertanggupz-‘*awab dalam bi-
'dang penertiban dan penyempurnean aparatur negar:. Penyimpangan
atas susunan dan Jumlah unit organisasi dalam l1isgkungan Departe
men, ditetapkan oleh Presiden, '

Sebagai penutup, disebutkan dalam pasal 31 {t:- XIII), bahwa pc-
kok-pokok Organisasi Departemen Fertahanan Kesmanan diatur dalzm

Keputusan Presilen tersendiri (lihat Keppres Yo.7 Tahun 197L).
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‘Tengan berlakunya Keputusan Presider ini, make ketentuan-ketentu
an yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku (pasal
32).
REORGANTISAST TINGKAT DIREKTORAT.
Sebagaimana telah diterangkan dimuka Jumlah ketiga . organisasi
tersebut diatas untuk setier Depsartemen telsh ditentukan.

Penggarepan detail selanjutnya disershkan kepalla Departemen dan
Direktorat Jenderal masing-masirg.

Delam reorganisesi ini ade direktoret beru, ade yang hanya ganti
nama dapn ada yang tidak berubal.

SUSUNAN DIREKTORAT JENDEEAL D&li DIPZKTORATITYA,

I. Departemen Dalam Negeri terdiri dari L Ditjen :
1, Sosial Politik, 2. Pemerintshen Umum dan Otonomi ° Deerah,

3. Pembangunan Desa serta 4. Agraria.

Ditjen Sosial Politik terdiri dari 5 Direktorat :
(1) Pembinaan Umum, (2) Pembinaan Kessatuan Bangea, (3} Pembi-
nean Ketertiban Umum der Fertshenen Sipil, (4) Pembinaan Mes-

yaraskat, (5) Pengamanan.

Ditjen Pemefintahan Umum dsn Otonori Deersh terdiri gdari 5
Direktorat :

(1) Pembinaan Pemerintahan Deerah, (2) Keuangan dan Peraletan
Daersh, (3) Perekonomian Dasersh, (L) Pembangunan Daerah, (5)

Pengembangan Perkotaan.

Ditjen Pembangunan Desa terdiri deri 4 Direktorst :
(1) Pembinasn Usahe Gotcng Royong, (2) Perekonomian Desa, (3)

Pembinaan Prasarana Desa, (L) Pengembangan Desa.

Ditjen Agraria terdiri dari L Direktorat :
(1) Tataguna Tanah, (2) Landreform, (3) Pengurusan Hak Taneh,
(4} Pendeftaran Tanah.

II. Departemen Luar Negeri terdiri Sari 4 Ditjen :
1. Politik, 2, Fubungan Ekcromi dan Sosial Budaya Luar Nege-

ri, 3, Pengamanan Hubungan Luar iegeri, 4. Prctokol dan Kon-

suler,
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Ditjen Politik terdiri dari 6 Direktorat :
(1) Asia Pasifik, (2) Eropa, {3) Amerika, (k) Afrika dan Ti=
mur Tengeh, (5 Orgenisasi Internasional, (6) Perjanjisn In-

ternasional.

DitjJen Hubungan Fkonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri terdiri
dari € Direktorat :

(1) Kerjasama Ekonomi Multilateral, (2) Hubungan Perdsgangan

Internasional, (3) Investasi den Kerjasamas Keuangen, (L) Ker-
Jasama Tehnik, (5) Jasa Ekonomi, (6) Hubungan Sosial Budays.

DitJen Pengamanan Hubungan Luar Negeri terdiri dari 3 Direkto

rat :
(1) Pengamenan, (2) Penerangan Luar Negeri, (3) Pengumpulan
dan Pengolahan Data.

Ditjen Protokgi dan Konsuler terdiri dari 4 Direktorat :

{1) Protckol, (2) Konsuler, (3) Pelayanan Misi Diplomatik,
(%) Pelayanan Xonperensi Internasional.

Departemen Kehakiman terdiri dari & Ditjen.:
1. Hukum dan Perundang-undangan, 2, Pembinaan Badan Peradilan

Umum, 3. Bina Tuna Warga, L. Imigrasi.

Ditjen Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari 4 Direkto-
rat @
(1) Perdata, (2) Pidana, (3) Tata Negara dan Hukum Internasi-

onal, (4) Patent dan Hak Cipta, (5} Perundang-undangan,

Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum terdiri dari 2 Direkto-

rat @
(1) Ketata-laksanaan Pengadilan, (2) Pembinaan Sarana Penga -

dilan.

Ditien Bina Tuna Warga terdiri dari 2 Direktorat :

(1) Pemasyarskatan, (2) Bimbingan Kemasyarskatan dan Pengen-
tasan Anak,

Ditjen Imigrasi terdiri dari 3 Direktorat :
(1) Lalu-Lintas Keimigrasian, (2) Pengawasan Orang Asing, (3)
Penyidikan Keimigrasian.
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IV, Departemen Penersrgen terdiri dari 3 Ditjen :
1. Penerangan Urum, 2. Radic, Televisi dan Film, 3., Pembinaan

Pers dan Grafika.
Ditjen Penersngan Urum terdiri Qari 5 Direktorat :

(1) Pelayanan Peneréngan Luer Negeri, (2) Penerangan Deerah,
{3) Penerangan Rakyst, (4) Pembinasan Hubungan Masyarakat, (5)

Pameran.

DitJen Radioc, TV dan Film terdiri deri 3 Direktorat :
(1) Redio, (2) Televisi, (3} Pembinasn Film,

Ditjen Pembinasn Pers den Grafike terdiri dari 4 Direktorat :
(1) Bine Pers, (2) Bina Grefika, (3) Bina Kewartawsnan, - (4)
Publikasi.

>

V. Departemen Keuangan terdiri deri 5 Ditjen :
1. Anggaran, 2. Pajek, 3. Bea Cukal, 4. Moneter, 5, Pengawas-

an Keuangan Negara.

Ditjen Anggarsn terdiri dari € Direktorst :

(1) Pembinaan Arnggaran Rutin, {2) Pembinaan Anggaran Penmbe-
ngunan, (3) Pembineen Anggaran Pendspatan dan Penyelenggarszn
Keuangan, (4} Kas Negara, (5) Tata Usaha Anggaran, (6) Perbven

daharaan Negara.

Ditjen Pajak terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Pajek Langsung, {2) Pajek Tidak Langsung, (3) Perencanaen
Penerimaan dan Penagihan, (lI) Pengusutan dan Pengendalian Wi~
laysh, (5) Peraturar Perpajaken.

Ditjen Bea den Cukal terdiri cari 5 Direktorat :

(1) Pebean, (2) Cukai, (3) Pengetahuan Barang dan Harga, (4)
Pemberantasan Penyelundupan, (5) Sarana Perhubungan Bea dan
Cukai.

Ditjen Moneter terdiri dari 6 Direktorat :
(1) Pemerikssan Minyak, (2) Lembtaga Xeuangan, (3) Hubungan Ke
uangan Internesionel, (L4} Iurean Pembengunen Daersh, (5) In-

vestasi dan Kekayacr llegara, (&) Persero dan Pembirnaan Keuangen
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dan Usaha Negara.

Ditjén Pengawasan Keusngan terdiri deri k Direktorat :

(1) Perencanaan dan Analisa, (2) Pengawasan Anggaran Negara,
(3) Akuntac Negara, (i) Pengawasan Perminyakan, {5) Pembukuan
Keuangan Negara, {(6) Pengavesan Kas Negara.

Departemen Perdagangan terdiri dari 2 Ditlen :

1. Perdagangan Dalam Negeri dan 2. Perdagengen Luar Negeri.

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri terdiri deri S Direktorat r

(1) Penyaluran, (2) Berang Penting, (3) Pengembangan Usaha Ni
aga, (4) Pembinaan Sarana Perdagangan, (5! Metrologi

Ditjen Perdagangan Luar Negeri terdiri dari b Direktorat :

(1) Exspor, (2) -Impor, (3) Perhubungan Perdagangan Luar Nege-
ri, (4) Standardisasi, Normalisasi dan Pengendalian Mutu,

Departemen Pertanian terdiri dari 5 Ditjen :
1. Tenamen Pangan, 2, Kehutanan, 3. Perikenan, 4, Peternakan,

5. Perkebunan.

Ditjen Tenaman Pangan terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Bina Program Tanaran Pangan, (2) Bina Produksi Tanaman Pa
ngen, {3) Bipa Sarana Usaha Tenamsn Pangar, (i) Perlindungen

Tanaman Pangan.

Ditjen Kehutanan terdiri dari 5 Direktorat
(1) Bina Program Kehutanan, (2} Eina Produksi Kehutanan, (3)
Bina Sarana Usaha Kehutanan, (4) Reboisas? dan Rehabilitasi ,

(5) Perlindungan dan Pengawasan Alam.

Ditjen Perikanan terdiri dari b4 Direktorat :
(1) Bine Program Perikanan, (2) Bina Produksi Perikanan, (3)

Bine Sarana Usaha Perikanan, (L) Bina Sumber Hayati.

Dit)en Peternakan terdiri dari U Direktoraet :
(1) Bina Program Peternakan, (2) Bina Produksi Peternakan,(3)

Bina Sarane Usaha Peternakan, (4) Kesehatan Hewan.

Ditjen Perkabunan terdiri dari 3 Direktorat :
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(1) Bina Program Perkebunan, (2) Bina Produksi Perkebunan,(3)

Bina Sarana Usahse Perkebunan.

Departemen Perindustrian terdiri dari 4 Ditjen :
1., Industri Logem dan Mesin, 2. Industri Kimia, 3. Industri

Tekstil, 4. Aneka Industri dan Kerajinan.

Ditjen Industri Logam dan Mésin terdiri dari 5 Direktorat :

{1) Industri Kendarasn Bermotor, (2) Perkapalen Penerbangarn ,
(3) Mesin, (4) Elektronika, (S} Aneka Logam.

Ditlen Industri Kimia terdiri deri L Direktorst :

(1) Industri Silikat, (2) Pupuk dan Petrokimia, (3) Selulose,
(4) Aneka Kimia.

DitJen Industri Tekstil terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Industri Pemintalan dan Perténunan, (2) Perajutan, (3) Pa
kaian Jadi. '

Ditjen Aneka Industri dan Kerajinan terdiri dari b Direktoret:
(1) Aneka Industri dan Kerajinan, (2) Industri Makanan dan Mi
numan, (3) Kulit, (4) Kayu.

Departemen Pertambengan terdiri deri 2 Ditjen :
1. Pertambangen Umum, 2, Minyak dan Gas Bumi.

Ditjen Pertambsngan Umum terdiri dari 3 Direktorgt s

(1) Pertambangan, (2) Geologi, (3) Bina Sarsna Usaha Pertam-
bangan Umum.

Ditjen Minysk dan Gas Bumi terdiri dari 2 Direktorat :

(1) Direktorst Minyex, (2) Gas dan Bumi.

Departemen Pekerjaan Umur dan Tenage Listrik terdiri dari 3

Ditjen :
1. Pengairan, 2. Bina Marga, 3. Cipta Karys.

Ditjen Pengairan terdiri dari € Direktorat :
(1) Bina Program Pengairan, (2) Sungai, (3) Rawa, (L)Irigasi,
(5) Peralatan Pengairan, (6) Penyelidikan Masalah Air.
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Ditjen Bina Merga terdiri dari 5 Direktorat :
(1) Bina Program Jalan, (2) Pembangunan Jelan, (3) Pemelihare
an Jalan, (b4) Peraturan Jalan, (5) Penyelidiken Masalah Tansh

dar Jslan.

Ditjen Cipta Karya terdiri deri 5 Direktorat :
(1} Perumahen, (2) Tata Bangunan, (3} Tehnik Penyehatan, (%)
Tata Kota dan Tata Daerah, (5) Penyelidiken Mesalah Bangunan.

Departemen Kesehaten terdiri dari  Ditjen :
1. Pembinaan Kesehetan Mesyarakat, 2. Pelayanan Kesehatan, 3.

Pencegahan dan Perberantasan Penyakit Menmular, 4. Pengewasan

Obat dan Mekanan.

Ditjen Pembinaen Kesehatan Mesyarakat terdiri dari 4 Direkto-

rat :
(1) Penyuluhan Masyarakat, (2) Pelayanan Medis, Keluarga Be-

rencena, (3) Pelayanan Kesehetan Masysrakat, (4) Gizi.

Ditjen Pelayanan Kesehatan terdiri dari S5 Direktorat :
(1) Rumah Sakit, (2) Kesehatan Gigi, (3) Kesehatan Jiwa, (4)

Instalasi Kesehaten, (5) Laboratorium Kesehatan.

Ditjen Pencegehan dan Pembersntasan Penxakit Menular ter-diri
dari b Direktorat : '

{1) Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang,(2) Pem
berantasan Penyakit Menular Langsung, (3) Epidemiologi dan
Karantina, (L) Higiene dan Senitasi.

Ditjen Pengawasen Obat dan Mekanen terdiri dari 5 Direktorat:
(1) Pengawasan Obat, (2) Pengawasan Makanan dan Minuman, (3)
Kosmetika, (L) Obat Tradisionil, (5) Narkotika dan bshan cbat

berbahsaya.

Departemen Social terdiri deri 3 Ditjen :
1. Bina Sosial, 2. Rehabilitesi dan Pelayanan Sosial, 3. Ben-

tuan Sosizl.

Ditjer Bina Sosial terdiri éari 3 Direktorat :
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(1) Penyuluhen dan Bimbingen Sosial, (2) Pembinsan Swadaya So-
sial, (3) Masyarakat Terasing.

Ditjlen Rehabilitasi dan Pelayenen Sosial terdiri dari 3 Direkto

rat :
(1) Rehebilitesi Penderita Cacad, (2) Rehabilitasi Tuna Sosial,

(3) Kesejahteraan Anak dan Keluarga.

DitJen Bantuan Sosial terdiri dari 3 Direktorat :
(1) Urusan Korban Bencane Alam, (2) Bantuan Kesejahteraan So-

sial, (3) Pembinaan Sumbangen Sosiel.

Departemen Pendidikan dan Kebudeyaan terédiri dari 4 Ditjen :

1. Pendidikan Dasar dan Menengah, 2 Pendidikan Tinggi, 3. Pendi

dikan Lusr Sekolah dan Olah Raga, L. Kebudayaan.

Ditjen Pendidiken Dasar dan Menengah terdiri deri 5 Direktorat :
(1) Pendidikan Daser, (2) Pendidikan Menengah Umum, (3) Pendidi-~
kan Menengah Kejuruan, (U) Pendidiken Guru dan Tenaga Teknis,(5)

Sarana Pendidikan.

‘Ditjen Pendidiken Tinggi terdiri deri 4 Direktorat :

(1) Pembinaan Sarana Akademis, (2) Pembinaen Penelitian den Pe -
ngebdian Pada Mesyarakat, (3) Perguruan Tinggi Swasta, (4) Kema-
hasiswaan. ’
Ditjen Pendidikan Luar Sekoleh dar Olsh Rega terdiri dari 4 Di-
rektorat :

(1) Pendidikan Masysrakat, (2) Keclah-ragaen, (3) Pembinaan Cene

rasi Mude (4) Pendidikan Tenage Teknis.

Ditjen Kebudsyaan terdiri dari 4 Direktorat :
(1) Pembinaan Kesenian, (2) Pengembangan Kesenian, {(3) Museum,

(L) Sejarah dan Purbakalda.

Departemen Agama terdiri dari 5 Ditjen.

1. Bimbingan Masyarakat Islem, 2. Protestan, 3. Katholik, L. Ein
du dan Budha, S. Urusan Haji.

Ditjen BimbingZan Masyarakat Is_em terdiri dari 5 Direktorat :
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(1) Urusan Agama Islam, (2) Pendidiker & - Islam, (3} Pem-
binaan Badan Peradilan Islam, (1) Pergurve . Tinggi Islar, (5)

Penerangan agama Islamnm,

Ditjen Bimdingan Masyarskat Protestan, Ke::lik dan Hindu Bu-
dha, masing-masing hanya terdiri dari 3 L:rektorat Protestan

/Katolik/Hindu Pudha.

Ditjen Urusen Hali terdiri deri 2 Direktore-

(1) Penyelenggaraan, (Z) Pembinaan Haji.

XV. Departemen Tenaga Kerjla, Trensmigrasi dan ‘.peresi terdiri da

ri b Ditjen :

l. Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerju, :- Perlindungan den
Peravatan Tenaga Kerja, 3. Transmigrasi, 4, ¥operasi, Badan
Penelitian dan Pengembangan Ketenags-kerjae:, Trensrigrasi dan
Koperasi, Pusaet Produktivita=s Nasional.

Dit]en Pembinesan den Penggunaan Tenaga Kerjs terdiri dari & Di

rektorat :

(1) Pembinaan Program Tenaga Kerja, (2) Feryediaan dan Panggu-
naan Tenege Kerja, (3) Pengemtangan dan Pe;uasar Kerla, (k)
Pembinaan Keahlian dan Kejurusn Tenaga Ker}:.

DitJen Perlindungan dan Perawatan Tenags Kerie “eviixl dsri b

Direktorat :
(1) Pembinaan Hubungan Xetenaga-kerjasan, (Z' Fengurusan “ersa-

ratan KerJa dan Jaminan Sosial, (3) Pembina:zn §»me ¥eselamat-
an Kerja Hygiene Perusanaan dan Kesehatan Kerte, (%) Pembinasn

Norma Perlindungan Tenaga Kerja.

Ditjen Transmigrasi terdirl dari b Cirektovas :

(1) Pembinaan Program Transmigrasi, (2) Pemtinaan Daereh Transg
migrasi, (3) Pelaksanaan Pemindshan Transmigrasi, (i) Perbina-

an Daerah Transmigrasi.

Ditjen Koperasi terdiri dari & Dirsktorat :

(1) Pembinaan Program Koperasi, (2) Pembinsan Organisasi kope-
rasi, (3) Perbinaan Sarana Usa4a Koperasi, L) Penyuluhan Per-

koperasian,

XVI. Departemen Perhubungan terdiri dari S Ditje-
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1. Perhubungan Darat, 2. Udara, 3. Laut, 4. Pos dan Telekomuni

kasi, 5. Parivisata.

Ditjen Perhubungan Darat terdiri dari 2 Direktorat.
(1) Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya, (2) Lalu Lintas dan
Angkutan Sungai, Daneu dan Ferry.

Ditjen Perhubungen Laut terdiri deri 6 Direktorat.

(1) Lalu-lintas Angkutan Laut, (2) Perkapalan dan pelayaran,(3)
Pelebuhan dan Pengerukan, (4) Navigasi, (5) Jasa Maritim, (6)
Kesatuasn Penjagaan Laut dan Pantai.

Ditjen Perhubungan Udara terdiri dari L Direktorat :
(1) Lalu Lintes dan Angkutan Udara, (2) Keselamatan Penerbang-

an, (3) Pelabuhan udara, {4) Telekomunikasi dan Navigasi Uda~
ra.

Ditjen Pos dan’ Telekanunikasi‘ terdiri dari 2 Direktorat.
(1) Pos dan Giro, (2) Telekomunikasi.

Ditjen Pariwisata terdiri dari 2 Direktorat :
(1} Bina Pemasaran Wisata, (2) Bina Pelayanan Wisata.



h. Keduduken dan tugas-pokok
Departeren Dalam Negeri.

Departemen Dalam Negeri sebegai bagian dari P werintahan Ne-
gara, dipimpin oleh secrang Menteri yang bertanggung-jawab lang-
sung kepada Preslden.

Tugas pokok Departemen tersebut adalsh menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemerin-
tahan umum, otonomi daerah, pembengunan mesyarakat desa dan
Agraria. :

Demikian dinyatakan dslem lempiran I Keputusan Presiden No.
4S tahun 19T4. Apa yang dimaksud dengan bidang pemerintahan Umum,
tidak diuraikan dalem ketentuan itu dan meskipun keputusan per-
undangan yang menegaskan pengertian pemerintahan umum, akan tetapi
menurut hemat penulis, yang dimaksud adalah sebagaimana ditulis -
dalam Undang-undang No. 6 tehun 1959 dan Peraturan Pemerintah No.
50 tahun 1963:1°) '

Susunan Organisasi.

Departemen Dalam Negeri terdiri dari : 1. Menteri, 2. Sekre-
tariat Jendral, 3. Inspektorat Jendral, 4, Direktorat Jendral So-
sial Politik, 5. Direktorat Jendral Pemerintah Umum dan Ctonomi -
Deerah, 6. Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, 7. Di-
rektorat Jendral Agfaria, 8. Badan Penelitian dan Pengembangan,

9. Badan Pendidikan dan Latihan, 10. Instansi Vertikal di Wilayah.

Sekretariat Jendral terdiri dari tuluh Biro yaitu :

1. Birs Perencanaan, 2. Biro Kepegawaian, 3. Biro Keuangan, L. Bi-
ro Hukum dan Hubungan Masyarakat, 5. Birc Perlengkapan, 6. Riro -
Umum dan 7. Biro Pejanaman Modal.

Inspektorat Jendral terdiri dari sebueh Sekretariat Inspektorat
Jendrsl dari 6 Inspektur Wilayah dan sebusah Inspektur Kﬁntor Pusat
Departemen Dalam Negeri.

Inspektur2 Wilayah itu perdasarkan kepulauan yaitu : 1. untuk
wilayar Sumatera, 2. untuk wileyah Jawa, 3. untuk wilayah Kalimantan,
L. untuk wilayah Sulawesi, 5. untuk uilayéh Bali dan ©. untuk wilayah
Maluku dan Irian Jaya.

Direktorat Jendral Sosial Politik terdiri dari sebuah sek -

10) Likat tulicar Ateng Syafrudin, Peluksmiaar Deliongentrast
der: desentralisast cet. II, 1374.
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retariat Direktorat Jenderal, dar 5 Direk*crut lalah: 1. Direk-
torat Pembinsan Umum, 2. Direktorat Pembinz-a fesatuan Bang-sa,
3. Direktorat Pembinaan Ketertiban umum dan Zertahenan  Sipil,
L. Direktorat Pembinaan Masyarakat, 6. Dirextorat Pengamanan.
Apa yang penulis singgung diatas mengenci pengertian peme-~
rintahan umum, dalam pembidangan Direktur J-nderal Sosial Poli-
tik ini sebagian sudah tergambarkan ruang i.nggukpnya, sedang =
kan sebagian lagi ekan vergambarkan dalam pembidengan Direkto -

rat P.U.0.D.
Direktorat Jenderal Pemerirtashan Umim “an Jiononl ~aerah

-

terdiri dari sebuah Sekretariat Direktorat jenderal dar lima

Direktorat yaitu :

1. Direktorat pemerintshan Daersh, 2. Direktora: Keuange: dan

Peralatan Daereh, 3. Direktorat Perekonomisn Deersh, 4. -irekto

rat Pemba.ng{man Daerah, 5. Direktorat Pengembangan Perkotezan.

Direktorat yang terakhir ini melakukan pembi:.can bukan saja
Pemerintah-pemerintah Kotamadya {Otonom melairken juga Pemerin-
tah Kota Administratief sebagaimana dimeksudkan dalar Undang-Un
dang No.S5 tahun 19Thk.

Masalah Pembangunan Daerah termasuk ke dalam Direktocrat vem
deral Pembangunen desa yang terdiri deri sebuah Sekretar .at Di-
rektorat Jenderal dan 4 Direkzorat yaitu :

1. Direktora: Pembinaan Usaha Gctong Royong, 2. Direkzorzi rar-

ekonomian Desa, 3. Direktorat Jembinaen Preserans Desa. . Ji-

rektorat Penng Desa. '

Direktorat Jenderal Agraria mempunyal Sekretariat Jenderal
dan b Direktorat ialah : 1. Direktorst Tats Guna Tanak. 2. Di -
rektorat La.n:h‘efom, 3. Direktorat Penguzusb.n Hak Tanshk. 4. Di-
rektorat Pendaftaran Tanah.

Disemping 5 Direktorat Jendersl, sebuah Sekretariat Jenderal
dan sebuah Iaspektorat Jenderal, Departemen Dalam Hegeri mempu=-
nyai pula :

1. Badan Penslitian dan Pengembangan, 2. Bedan Pendidika: dan
Latihan Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Sek-
retariat Badan, Pusat Pene’itien dan Pengembangan Pemerintah
an Daeral: dan Pusat Penelitian Pengembangan pertanaha.. '

Badan Pendidikan den Latihan terdiri dari fekretsrizt  bBa-
dan, Pusat Fendidikan dan Latiisn Pegawai serta Pusat Pendidi -

kan dan Latihan Ilmu Pemerintaha.
Selanjutnya, Departemen Dalan MNegeri men i ai Jugs instansi Ver-

- . b . .. r 1 _"3_ . L e
3
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i. Pengaturan hubungan kerja.

Dari ursian tentang pokok-pokok organisasi departemen;sg
sunan dan tata-cara~kerja departemen menurut keputusan Prési
den No. 4k tahun 1974 dapatlah dibayangkan bahwa untuk 1a._g_
car dan serasinys pelaksanaan tuges Menteri baik yang memim
pin departemen maupun tidek memimpin departemen, begitu pula
penjabat yang memimpin lembaga-lembaga non departemen serta
bawahan mereka mesing-masing seperti Sekretaris Jenderal,Ing
pektorast Jenderal dan Direktorat Jenderal bukan hanya diwa-
jibkan merurut pasal 5 Bab 1I, akan tetapl tugas kewajiban -
nya sendiri pun mutlak memerlukan kerjasama yang harmonis
antara satu sama lain.

KerJasama dan bekerja bersama antara seluruh penjabat a~-
tau seluruh unsur pimpinan dari semua tingkatan perlu diatur
dan dilsksanakan sedemikizn rupe sehingga pembagisn kerla ,
pembagian tugas kewejiban dan wewenang serta tanggung - Jja-
wab yang éilinpahkan kepada mereka mesing-masing itu dalem
rangka Organisasi pemerintah yang sehat, benar-benar ber-pe-
gang pada dan melaksanskan prinsip-prinsip, dan teknis koor-
dinasi.

Kesemuanya itu memerlukan pengaturan yang bentuknya da=-
pat berwulud peraturan tata=tertibekerjasams yang umum ba-
gl keseluruhsan, atau dapat berupa pengaturan khusus ysang Bez
lalu bagi beberapa Menteri atau lembagsa-lembaga non deparve-
men tertertu.

Buanglingkup pengaturan-pengaturan kerjasama atau koordina~
si termsksud dapat bersifat inter departemental di ting-kat
pusat maupun bersifat instruksi bersama beberapa Menteri un-
tuk mengatur kerjasama atau koordinasi wakil (verlengstuk)
Departemer. di tingkat Daerah, baik Daerah tingkat I maupun Da
erah tingkat II.
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